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SAMBUTAN
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Indonesia yang terdiri atas beribu-ribu pulau, berbagai suku, agama dan
budaya dalam perjalanan sejarahnya penuh dengan dinamika. Keindahan
Indonesia terletak pada keberagaman tersebut dan warna pelangi yang
disandangnya, seperti yang telah dipatrikan dalam semboyan Bhinneka
Tunggal Ika. Keberagaman dan warna pelangi tersebut juga terekam pada
arsip yang merupakan warisan nasional. Sehingga tidaklah berlebihan apabila
dikatakan bahwa : “Dari semua aset negara yang ada, arsip adalah aset
negara yang paling berharga. la merupakan warisan nasional yang perlu
dipelihara dan dilestarikan dari generasi ke generasi. Tingkat keberadaban
suatu bangsa dapat dilihat dari pemeliharaan dan pelestarian arsipnya”.

Papua merupakan salah satu daerah penting di Indonesia. Dalam
perjalanan sejarahnya hingga ia menjadi salah satu provinsi di Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) penuh dengan dinamika. Dinamika
tersebut juga terekam dalam arsip. Dari arsip-arsip yang disimpan di Arsip
Nasional Republik Indonesia (ANRI) disusunlah suatu program, yang disebut
dengan Program Citra Daerah.

Program Citra Daerah pada dasarnya merupakan kegiatan
pengungkapan kembali memori kolektif daerah. Program ini dibuat untuk
mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan
pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai budaya bangsa dan nilai
kebangsaan, memupuk rasa cinta tanah air dan mencegah disintegrasi
bangsa. Hal ini didukung data dan fakta yang terkandung dalam arsip
yang merefleksikan bagaimana suatu daerah ikut memberi warna dan
corak dalam sejarah perjalanan bangsa dari masa ke masa. Dengan
mencermati data dan fakta tersebut akan diperoleh informasi akurat dan
obyektif mengenai peran masing-masing daerah dalam membangun
kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia dalam bingkai NKRI.

Materi Citra Daerah mencakup arsip yang berupa teks, peta, foto
dan film sebagai satu kesatuan. Di dalamnya akan tampak sebuah
dinamika kolektif menuju pembentukan bangsa dan negara Indonesia.



Sebuah perjuangan kolektif yang terbentuk atas dasar kesadaran sejarah.
Pengalaman sejarah suatu bangsa adalah riwayat hidup bangsa itu sendiri.
Apapun pengalaman yang dialami, duka, nestapa, darah, nyawa, dan
pengorbanan untuk mencapai kemerdekaan, mengisi dan mempertahankan
kemerdekaan serta membangun bangsa dan negara yang dicita-citakan
bersama terekam dalam arsip, yang merupakan memori kolektif bangsa.
Sebagai memori kolektif, dan jati diri bangsa serta warisan nasional, arsip
tersebut menurut undang-undang kearsipan disebut arsip statis. Dengan
mencermati lembar demi lembar arsip yang disajikan dalam Citra Daerah
ini, akan diperoleh gambaran tentang dinamika berbangsa dan bernegara.

Dengan semangat otonomi daerah dan dengan melihat latar
belakang sejarah, Citra Daerah ini diharapkan dapat meluruskan dan
meningkatkan pemahaman kita akan makna Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berayun ditengah derasnya arus globalisasi. Dengan
demikian semangat otonomi daerah harus dipahami dalam makna yang
bersifat integratif dan bukan disintegratif terhadap tatanan sosial budaya
maupun politik kenegaraan

Perlu disampaikan disini bahwa karena berbagai keterbatasan, Citra
Daerah ini hanyalah berisi sebagian dari seluruh arsip yang disimpan di
ANRI. Oleh karena itu Citra Daerah ini diharapkan dapat merangsang
tumbuhnya program lanjutan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah
yang bersangkutan.

Terima Kasih.
Jakarta, Desember 2004

Kepala,

Djoko Utomo
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PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah dalam perjalanannya telah menimbulkan
berbagai persoalan, sehingga undang-undang ini disempurnakan
dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-undang
tersebut mengamanatkan diterapkannya pelaksanaan otonomi
daerah. Pelaksanaan otonomi daerah ini pada hakekatnya adalah
sebagai suatu upaya untuk meningkatkan peran daerah dalam
memberikan layanan masyarakat serta menjalankan roda
pemerintahan di daerahnya masing-masing secara optimal.
Kebijakan ini merupakan usaha untuk mengurangi sentralisasi
kekuasaan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
Untuk Provinsi Papua yang telah diberi Otonomi Khusus
sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun
2001. Dalam pelaksanaannya, penerapan Otonomi Daerah ini
tidak luput dari ekses negatif. Ekses ini berupa eforia yang
berlebihan, yakni munculnya keinginan dari sekelompok
masyarakat di daerah yang berkeinginan untuk memisahkan diri
dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada gilirannya
ekses ini dapat menimbulkan disintegrasi bangsa.

Citra Papua Dalam Arsip diharapkan dapat menampilkan
gagasan pembangunan dan membangkitkan kesadaran anak
bangsa di Provinsi Papua bahwa NKRI yang kita nikmati saat ini
merupakan warisan perjuangan yang panjang dari para
pendahulu kita. Oleh karena itu kesadaran berbangsa dan
bernegara dalam satu wadah NKRI perlu ditingkatkan sebagai
suatu tanggung jawab yang perlu dipikul bersama.
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Hal lain yang cukup mendasar dengan penerapan Otonomi
Daerah berkenaan dengan fungsi kearsipan adalah bahwa
kewenangan untuk mengelola arsip statis di daerah beralih dari
Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) kepada Pemerintah
Daerah. Untuk ini perlu diberikan informasi dari peristiva masa
lalu tentang daerah masing-masing agar daerah dapat
mengembangkan upaya penyelamatan dan pelestarian arsip statis
pada masa-masa berikutnya.

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, ANRI
mencoba berperan aktif untuk memberikan kontribusi nyata dalam
memperkuat pelaksanaan Otonomi Daerah melalui Program
“Citra Daerah”, yaitu penyerahan hasil alih media dari khasanah
arsip statis yang tersimpan di ANRI kepada seluruh daerah di
Indonesia. Salah satu daerah yang akan diserahkan arsipnya pada
Tahun 2004 ini adalah Provinsi Papua.

Arsip Papua yang akan diserahkan tersebut mencakup
kurun waktu dari mulai awal abad 19 sampai dengan abad 20,
yakni sejak Hindia Belanda sampai dengan masa Republik
Indonesia. Arsip yang diserahkan ini berisi informasi tentang
berbagai interaksi yang terjadi di Papua pada periode tersebut,
yang diharapkan dapat mendorong lahirnya rasa nasionalisme
bagi masyarakat Papua dan memancing peningkatan upaya
perluasan khasanah arsip statis yang dimiliki Provinsi Papua.

Lingkungan dan Penduduk

Provinsi Papua yang berada di wilayah salah satu pulau
terbesar di dunia, diperkirakan mulai dihuni manusia sejak jaman
glasial pertama dan menjadi jembatan bagi kemungkinan
terjadinya migrasi manusia dan hewan dari daratan Asia. Di atas
peta Pulau Irian tampak sebagai seekor burung raksasa atau ada
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yang menganggapnya mirip seekor dinosaurus. Empat puluh tujuh
persen dari bagian wilayah itu yang berada di bagian barat adalah
wilayah Irian sebelah barat, dan lima puluh tiga persen sisanya
adalah wilayah sebelah timur, Papua Niugini.

Penduduk pribumi Irian adalah rumpun bangsa Papua—
Melanesid yang bermukim di daerah Melanesia yakni
sekelompok pulau yang berada di sebelah Timur Laut Australia.
Rumpun bangsa Papua—Melanesid yang hidup di Pulau Irian,
penduduknya mempunyai ciri-ciri berkulit hitam, rambutnya hitam
keriting, muka bulat, hidungnya tinggi serta lebar sering
melengkung dan badannya agak besar. Namun ada pendapat lain
yang mengatakan bahwa penduduk Irian itu adalah Bangsa
Proto—Melanesia yang masuk secara bergelombang ke wilayah
itu. Selanjutnya berdatangan pula Bangsa Asia Paleo-Mongoloid
dan bangsa-bangsa Negro serta Weddid ke Indonesia.

Dikenalnya Pulau Irian oleh bangsa-bangsa pendatang seperti
Cina, Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda dapat ditelusuri
bahwa sejak abad ke-8 para pelaut dan pedagang Sriwijaya
mengenalnya dengan nama Janggi. Sementara itu, pada abad
ke-13 para pelaut dan pedagang Cina memberi nama Pulau Irian
tersebut dengan Tungki. Masa Kerajaan Majapahit berkuasa pada
abad ke-14 dan 15, dinyatakan bahwa Pulau Irian sebagai bagian
“wilayah yang kedelapan” dari kerajaan tersebut.

Pada awal abad ke-16, pelaut Portugis Antonio d’Abrau dan
Francesco Serano menyebut Pulau Irian itu dengan nama Os
Papuas. Sedangkan pelaut Portugis lain menyebut pulau itu 1lha
de Papo la dan De Jorge de Menetes menamakannya Papua
yang dalam Bahasa Melayu berarti rambut keriting. Pada saat
itulah nama Papua dikenal diseluruh dunia, bahkan penduduk
pribumi telah menerima dengan baik nama tersebut,
sebab Papua itu mencerminkan identitas mereka sebagai
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manusia hitam dan rambut keriting. Sejak saat itu nama
Papua terus dipertahankan. Selanjutnya, didalam pembahasan ini
akan dipergunakan nama Papua. Secara yuridis nama itu dipakai
sejak adanya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Kedatangan Bangsa Eropa

Bangsa Eropa yang pertama menginjakkan kakinya di
wilayah Papua pada tahun 1528 adalah orang Spanyol yaitu
Alvaro de Savedra seorang pimpinan Armada Laut Spanyol. la
memberi nama pulau itu dengan sebutan Isla del Oro atau
Island of Gold yang artinya Pulau Emas. Tahun 1545, Inigo
Oertis de Retes seorang nahkoda kapal Spanyol singgah di
Pulau Biak dan Padaido, karena penduduk pribumi tidak
menerima, maka ia singgah lagi di Sungai Mamberamo dan
memberi nama Papua itu dengan Nova Guinea atau Nueva
Guinea. Nama ini diberikan setelah melihat penduduk setempat
yang hampir mirip dengan penduduk Afrika Selatan. Mulai saat itu
Inigo Oertis de Retes memproklamirkan Papua itu sebagai milik
Kerajaan Spanyol. Tahun 1663 Spanyol meninggalkan Papua
setelah Belanda menghambat perdagangan rempah-rempah
Spanyol di wilayah itu.

Luiz Vaez de Torres, pelaut spanyol yang tergabung
dalam armada Inggris pertama kali melihat Papua dalam
perjalanannya tahun 1605 — 1607. Torres menemukan beberapa
pulau termasuk Pulau Louissiade di Papua sebelah Timur dan
selanjutnya ia bermukim dan menguasai wilayah itu. Perang
besar yang berkecamuk di Eropa membawa akibat Papua jatuh ke
tangan Inggris tahun 1774, yang sebelumnya dkuasai oleh
Belanda. Selanjutnya, tahun 1775 dengan menggunakan kapal La
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Tartare dengan Nahkoda Kapten Forrest, Inggris berlayar ke
Papua bagian barat dan berlabuh di Manokwari di Teluk Doreri
untuk mengambil kembali rempah-rempah yang ditinggalkannya
itu. Tahun 1793 merupakan tahun yang penting bagi Inggris
untuk menguasai dan menjadikan wilayah itu sebagai koloni baru.
Atas perintah Gubernur Inggris di Maluku, Inggris mulai
mengadakan penjajakan dan membagi garis pulau sekitar Papua
serta mendirikan benteng Coronation di Teluk Doreri. Karena
adanya tentangan keras dari Kamaludin Syah, Sultan Tidore
yang berkuasa atas seluruh wilayah Kesultanan Tidore, tahun
1814 Inggris meninggalkan Papua bagian barat.

Penanaman Kekuasaan Kolonial Belanda

Kedatangan Bangsa Belanda ke Papua dimulai pada tahun
1606 melalui sebuah ekspedisi Duyfken yang terdiri dari tiga
buah perahu di bawah komandan Wiliam Jansen yang berlayar
meninggalkan pantai Utara Jawa singgah di Kepulauan Kai, Aru
dan pantai Baratdaya Papua. Pada saat itu Belanda hanya
mengenal nama Papua untuk wilayah yang telah disinggahi
tersebut. Namun sekitar tahun 1770, Belanda mengganti Papua
dengan Nieuw Guinea. Nama tersebut merupakan hasil
terjemahan dari Nova Guinea atau Nueva Guinea yang diambil
dari Bahasa Spanyol. Nama ini dimuat untuk pertama kalinya
dalam peta-peta yang dicetak dan diterbitkan oleh Isaac Tiron.
Pada tahun-tahun ke depan, nama Papua dan Nieuw Guinea
dipakai bergantian hingga pertengahan abad ke-20.

Usaha Belanda untuk menjadikan Papua sebagai sebuah
koloni, baru terwujud setelah Belanda meresmikan berdirinya
benteng pertama di daratan Papua pada tanggal 24 Agustus
1828. Segera setelah pendirian benteng pertama yang diberi
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nama Fort Du Bus, hubungan antara pihak Belanda dan
penduduk pribumi ditentukan dalam surat-surat perjanjian. Surat
perjanjian ini ditandatangani oleh Raja Namatote, Kasa (Raja
Lokaijhia), Lutu (Orang Kaya di Lobo, Mewara dan
Sendawan). Mereka diangkat sebagai kepala di daerah masing-
masing oleh Belanda dengan diberi surat pengangkatan sebagai
kepala daerah, berikut tongkat kekuasaan berkepala perak. Selain
ketiga kepala daerah ini diangkat pula 28 kepala daerah bawahan.
Meskipun daerah Papua sudah sejak tahun 1823 dianggap oleh
pemerintah Belanda sebagai bagian dari tanah jajahan Belanda di
Kepulauan Nusantara, kekuasaan pemerintah jajahan itu baru
sungguh-sungguh terwujud di Papua pada akhir abad ke-19.

Sebelumnya Belanda kurang memperhatikan daerah ini,
karena dinilai kurang memiliki potensi ekonomi yang
menguntungkan. Tetapi karena timbulnya pemberontakan
pasukan Nuku dari Tidore pada tahun 1870 dan minat bangsa-
bangsa Eropa lainnya untuk menguasai Papua semakin besar,
Belanda menganggapnya sebagai ancaman serius. Pada tahun
1884, Inggris memproklamasikan bagian Tenggara Papua sebagai
daerah jajahannya. Pada tahun yang sama, Jerman mengklaim
Timur Laut Papua sebagai koloninya. Belanda sendiri tetap
mempertahankan wilayah Barat Pulau Papua. Daya tarik pulau ini
terletak pada kekayaan alamnya dengan berbagai bahan mentah
yang sangat dibutuhkan Eropa untuk memacu industri.

Konfrontasi yang terjadi antara Belanda, Inggris dan
Jerman untuk menguasai Papua masih terus berlanjut. Hal
tersebut baru dapat diselesaikan setelah dapat ditentukan sebuah
batas wilayah jajahan Belanda atas Papua, melalui sebuah
pertemuan antara Pemerintah Belanda, Inggris dan Jerman
Gravenhage pada tanggal 16 Mei 1895. Penetapan batas antara
Belanda, Inggris dan Jerman ini disebabkan karena pemerintah

Citra Papua dalam Arsip 6



Inggris menguasai wilayah bagian Timur Papua dan Jerman
menguasai Wilhelmstad (bagian lain dari Timur Papua),
sementara bagian Barat Papua dikuasai oleh Belanda. Garis batas
wilayah ini oleh Belanda dinyatakan dalam Staatsblad van
Nederlandsch Indie, 1895 No. 220 dan 221.

Tahun 1898 Parlemen Belanda mensyahkan pengeluaran
anggaran belanja untuk mendirikan "pemerintahan di daerah
Papua bagian Barat", supaya dapat dinyatakan bahwa Papua itu
sungguh-sungguh merupakan bagian dari kekuasaan Belanda.
Selanjutnya Pemerintah Belanda membagi daerah Papua ke dalam
dua bagian yang masing-masing dikuasai oleh seorang kontrolir
Belanda. Bagian utara dinamakan Afdeeling Noord Nieuw
Guinea, dan bagian barat dan selatan dinamakan Afdeeling
West en Zuid Nieuw Guinea. Kedua daerah itu merupakan
sub-bagian dari Keresidenan Maluku. Kontrolir penguasa daerah
Noord Nieuw Guinea ditempatkan di Manokwari, sedangkan
kontrolir penguasa daerah West en Zuid Nieuw Guinea
ditempatkan di Fakfak.

Pada awal abad ke-20 kembali terjadi pemisahan daerah
Zuid Nieuw Guinea dari daerah West Nieuw Guinea. Bahkan
tahun 1901 daerah Zuid Nieuw Guinea dipisah menjadi satu
afdeeling tersendiri, dengan seorang asisten residen sebagai
penguasa daerah. Pada tanggal 14 Februari 1902 untuk pertama
kali bendera Belanda dinaikkan di muara Sungai Maro, di tempat
yang sekarang dikenal sebagai Merauke. Dalam tahun 1904 di
Teluk Humboldt ditempatkan pula seorang petugas pemerintahan
jajahan Belanda. Tempat kedudukan petugas militer yang
mendapat kekuasaan untuk memerintah suatu daerah bagian dari
Afdeeling Noord Nieuw Guinea ini adalah perkampungan yang
dinamakan Hollandia dan yang sekarang dikenal sebagai
Jayapura. Hollandia dijadikan ibukota Onderafdeeling
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Hollandia, suatu daerah yang baru menjadi penting pada akhir
Perang Dunia 1.

Penyebaran Agama Kristen Protestan dan Katolik Serta
Peningkatan Pendidikan

Upaya pertama orang Belanda untuk menyebarkan agama
Kristen Protestan di Papua sudah dimulai tahun 1855, dan
kemudian berpusat di Manokwari tahun 1872. Namun baru pada
awal abad ke-20 ada kemajuan yang cukup berarti. Penyebaran
agama Kristen Protestan terutama dilakukan di daerah pantai
utara Papua oleh Utrechtsche Zendingsvereniging dan
kemudian oleh Zending der Nederlands Hervormde Kerk,
aktivitas dari Zending der Nederlands Hervormde Kerk itu mula-
mula di Pulau Yapen dan pulau-pulau di Teluk Cenderawasih
lainnya, di daerah Kepala Burung bagian barat, di Kepulauan Raja
Ampat, Pulau Wakde yang berhadapan dengan Sarmi dan dari
sana ke seluruh daerah pantai utara dan ke Genyem.

Setelah Perang Dunia Il jumlah pendeta pribumi mulai
bertambah, dan dalam tahun 1956 Gereja Kristen Papua menjadi
suatu organisasi yang mandiri. Berbeda dengan daerah Papua
bagian utara yang didominasi oleh agama Kristen Protestan,
bagian selatan penyebaran agama Nasrani didominasi oleh para
pendeta Katolik. Upaya pertama orang Belanda untuk
menyebarkan agama Katolik diawali dalam tahun 1894. Kemudian
tahun 1905 organisasi penyebaran agama Katolik yang bernama
Misionarissen van het Heilige Hart membuka pusat
penyebaran agama di Merauke. Tahun 1936 kegiatan penyebaran
agama Katolik juga mulai dilakukan di daerah-daerah bagian
utara. Dalam tahun yang sama penyebaran agama Katolik dari
Ordo Fransiskan mendirikan pusat penyiaran di Manokwari.
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Berdampingan dengan peningkatan kegiatan penyebaran
agama Kristen Protestan dan Katolik, upaya pendidikan formal
dan pelayanan kesehatan pun mulai dikembangkan. Sekolah-
sekolah guru vyang pertama didirikan di daerah Teluk
Cenderawasih oleh kelompok zending Kristen Protestan, dengan
guru-guru yang berasal dari Ambon dan Sangir. Sedangkan kaum
terpelajar yang pertama di Irian Jaya memang berasal dari Biak.

Pengadaan sekolah-sekolah Katolik dimulal di daerah sekitar
Merauke dan daerah suku bangsa Muyu sejak tahun 1923, dan
kurang lebih satu dasawarsa kemudian, yaitu dalam tahun 1934,
sudah ada 107 sekolah Katolik yang tersebar di Irian Jaya Selatan,
di Agats dan Mimika.

Peranan Digul Dalam Gerakan Kebangsaan Indonesia

Papua, terutama daerah Digul, memperoleh tempat yang
istimewa dalam gerakan kebangsaan Indonesia ketika daerah ini
dipilih oleh orang Belanda sebagai tempat pengasingan kaum
nasionalis Indonesia yang dianggap membahayakan kedudukan
pemerintah jajahan Hindia-Belanda.

Memasuki abad ke-20 kesadaran politik di kalangan rakyat
Indonesia makin meluas. Di berbagai daerah terbentuk kesatuan-
kesatuan politik yang ikut serta dalam gerakan menentang
kolonialisme. Dalam berbagai kongres, rapat, pertemuan, tulisan
dalam majalah, surat kabar dan surat-surat selebaran tampak
arus kuat jiwa perjuangan kemerdekaan yang makin lama makin
deras dan tegas.

Dalam tahun 1926 pecah suatu pemberontakan terhadap
kekuasaan penjajah Belanda. Mula-mula di Banten, lalu meluas di
daerah lain di Jawa dan juga menyebar ke Sumatera Barat.
Pemberontakan besar yang dipimpin Partai Komunis Indonesia ini
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berhasil dipadamkan oleh alat-alat kekuasaan pemerintah jajahan.
Meskipun orang-orang yang terlibat dalam pemberontakan tahun
1926 dan 1927 adalah orang-orang yang dapat dituntut
berdasarkan undang-undang, pemerintah jajahan belum merasa
aman. Untuk mencegah timbulnya pemberontakan baru Gubernur
Jenderal De Graeff memerintahkan pengasingan secara besar-
besaran dari orang-orang yang dianggap membahayakan
kedudukan pemerintah Belanda di Kepulauan Indonesia. Sejumlah
1.308 orang ditangkap dan ditempatkan dalam pengasingan
tanpa melalui pengadilan.

Dari para pejuang Indonesia yang diasingkan, 823 orang
dikirim ke Tanah Merah, wilayah di pedalaman Papua, suatu
tempat terpencil yang berjarak 500 kilometer dari daerah pantai
selatan di hulu sungai Digul. Tempat ini bisa dikatakan sangat
buas dari segi alam, misalnya ancaman dari serangan malaria,
tetapi juga adanya serangan penduduk asli untuk mendapatkan
kepala manusia dengan jalan mengayau, yang mereka anggap
menyimpan kekuatan sakti.

Mereka yang disebut para "orang buangan" itu sebagian
diperbolehkan membawa istri dan anak-anak karena mereka
dianggap tidak sebagai orang hukuman biasa. Kedudukan daerah
Digul dalam pergerakan kebangsaan Indonesia makin istimewa
sebagai lambang perlawanan rakyat terhadap kekuasaan
penjajah, ketika tempat pengasingan para pemimpin komunis di
hulu Sungai Digul juga dijadikan tempat pengasingan para
pemimpin gerakan kebangsaan yang tidak tergolong komunis.
Dalam bulan November 1934 Tanah Merah juga menjadi tempat
pengasingan Sutan Sjahrir, bekas mahasiswa Universitas Leiden
yang memimpin kaum Golongan Merdeka sekembalinya ke tanah
air. Tiga bulan kemudian menyusul Mohammad Hatta pun dikirim
ke daerah pengasingan ini. Dengan demikian daerah Digul
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dijadikan sebagai tempat pengasingan para pemimpin gerakan
kebangsaan Indonesia yang benar-benar dianggap
membahayakan kekuasaan penjajah Belanda.

Sejarah Eksplorasi

Di Papua gejala kapitalisme modern sebagai pengolahan
bahan-bahan mentah bagi kebutuhan industri baru tampak tahun
1931. Kegiatan eksplorasi pertama ditujukan untuk eksplorasi
minyak tanah Sejumlah perusahaan besar Belanda, Inggris dan
Amerika dalam tahun 1935 menggabungkan modal mereka untuk
mendirikan perusahaan NV Nederlandsch Nieuw Guinea
Petroleum Maatschappij (NNGPM). Usaha-usaha eksplorasi
minyak tanah telah membuka mata pencaharian baru bagi banyak
orang. Karena tenaga kerja penduduk asli Papua tidak mencukupi,
maka tenaga kerja seperti orang Makassar, Bugis, Buton dan
akhirnya juga dari Jawa didatangkan.

Usaha untuk membangun industri minyak di Papua
mendorong timbulnya kegiatan eksplorasi yang lebih luas.
Disamping eksplorasi yang dilakukan oleh satuan patroli militer
Belanda ke berbagai daerah pedalaman, perkembangan industri
minyak kemudian dapat membiayai berbagai lembaga ilmiah di
Negeri Belanda untuk mengirimkan para sarjana berbagai disiplin
ilmu seperti zoologi, botani, kehutanan, geologi, antropologi,
tetapi juga para tokoh petualang ke berbagai daerah seperti
Kepala Burung dan Pegunungan Jaya Wijaya.

Pembentukan Wilayah Administratif

Berkali-kali pemerintah Belanda berusaha mengadakan
pembagian wilayah Papua, yang memungkinkan pemantapan
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kekuasaannya melalui pemerintah daerah. Namun usaha
pembagian wilayah ke dalam kesatuan-kesatuan daerah
administratif selalu terbentur pada kenyataan yang ada, yang
pada akhirnya hanya terwujud di atas kertas saja. Pembagian
terakhir dari wilayah administratif Papua sebelum perang terjadi
pada tahun 1940. Diputuskan bahwa daerah Papua sebagai
bagian dari Karesidenan Maluku terdiri dari tiga afdeeling seperti
yang telah disebutkan di atas, meliputi sejumlah onderafdeeling
yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kontroleur dan di
bawahnya terdiri dari satu Bestuurressort di Boven Digul dan
empat Bestuurressort di Merauke. Tiga afdeeling ini dikepalai
oleh tiga asisten-residen yang masing-masing berkedudukan di
Tual, Fakfak dan Manokwari. Ketiganya berada dibawah residen
Maluku yang berkedudukan di Ambon.

Ketika Perang Pasifik pecah daerah Papua bagian barat dan
utara secara cepat dapat dikuasai oleh militer Jepang. Hal ini
dimungkinkan karena pada periode sebelumnya banyak
perusahaan Jepang yang beroperasi di daerah ini yang ternyata
merupakan jaringan mata-mata Jepang. Selama pendudukan
Jepang pada umumnya penduduk Papua berada dalam
penderitaan. Di berbagai tempat timbul perlawanan penduduk
pribumi yang sering ditindas dengan kejam oleh tentara Jepang.
Kekejaman Jepang mendorong rakyat menyambut baik
kedatangan pasukan Sekutu di bawah pimpinan Jenderal Mac
Arthur pada tanggal 22 April 1944. Jayapura sendiri berubah
menjadi pangkalan angkatan perang Sekutu. Tetapi tidak lama
kemudian kesatuan-kesatuan Sekutu meneruskan serangan ke
arah Barat, dan meninggalkan kesatuan Belanda yang ikut
mendarat di Jayapura. Para penguasa Belanda selanjutnya
menjadikan Jayapura sebagai ibukota Papua.
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Setelah dikumandangkannya Proklamasi Kemerdekaan
Indonesia, Bangsa Indonesia tidak pernah  berhenti
memperjuangankan kemerdekaan Papua dan terus berupaya agar
daerah tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI.
Hal ini telah tercermin dalam keputusan rapat Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dan Pembukaan UUD 1945
bahwa wilayah Papua adalah hak mutlak wilayah
Pemerintah Indonesia karena sesuai dengan batas negara
yaitu daerah bekas Hindia Belanda dahulu. Kedudukan
Papua terus diperdebatkan antara Indonesia dengan Belanda.
Namun dengan kegigihan diplomasi, akhirnya disepakati bahwa
Papua akan dibicarakan setahun lagi dan penyerahan seluruh
bekas wilayah Hindia Belanda kepada Indonesia akan
dilaksanakan pada akhir tahun 1950.

Pada awal tahun 1950, segera setelah pemerintah Belanda
mengakui  kemerdekaan Indonesia, pemerintah  Belanda
memperkuat kedudukannya di Papua dengan mengangkat S.I.J.
van Waardenburg menjadi Gubernur Nederlandsch Nieuw
Guinea, yang dibantu oleh tiga orang residen yang ditempatkan
di Jayapura, Manokwari dan Merauke. Di Enarotali, di daerah
pedalaman sekitar Danau Paniai, ditempatkan seorang
controleur yang langsung bertanggungjawab kepada resident
di Jayapura. Kemudian pada tahun 1952 diadakan perubahan
pembagian wilayah pemerintahan ke dalam empat afdeeling.
afdeeling Noord Nieuw Guinea dengan ibukotanya Holandia,
afdeeling Zuid Nieuw Guinea dengan ibukota Merauke,
afdeeiling Centraal, Nieuw Guinea yang ibukotanya belum
ditetapkan, afdeeling West Nieuw Guinea dengan ibukota
Sorong.

Usaha lain yang dilakukan pemerintah Belanda adalah
membentuk Dewan Nieuw Guinea pada tahun 1961. Dalam
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tahun 1961 juga Gubernur Nederlandsch Nieuw Guinea
membentuk Komite Nasional Papua yang terdiri dari 80 orang
anggota. Tujuan pembentukan komite ini adalah untuk
pembentukan Negara Papua. Usaha ini terus ditentang oleh
pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia. Karena Papua
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI.

Tri Komando Rakyat dan Penyerahan Papua Kepada
Indonesia

Perundingan-perundingan mengenai kedudukan Papua
yang dilakukan oleh Indonesia dan Belanda belum menunjukkan
hasil yang memuaskan kedua belah pihak. Berulang kali masalah
Papua diajukan oleh wakil-wakil Indonesia ke hadapan Sidang
Umum Perserikatan Bangsa Bangsa di New York, tanpa
mengakibatkan perubahan sikap di pihak Belanda. Pemerintah
Belanda justru melakukan tindakan penguatan diri di daerah
Papua, baik dari segi politik, ekonomi maupun militer. Sementara
itu Pemerintah Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk
memperoleh kemerdekaan bagi Papua. Hal itu diperkuat dengan
penetapan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Provinsi lIrian Barat. Sejak undang-undang
tersebut ditetapkan, selanjutnya nama yang dipakai adalah Irian
Barat.

Pada tanggal 19 Desember 1961 pimpinan Republik
Indonesia mengubah cara perjuangan pembebasan Irian Barat.
Selanjutnya Presiden Soekarno mengumumkan keputusan yang
kemudian dikenal dengan Tri Komando Rakyat (TRIKORA).
Isinya adalah menggagalkan pembentukan negara boneka Papua,
kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat dan mempersiapkan diri
untuk mobilisasi umum. Disamping itu, Amerika Serikat
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mendukung tuntutan Indonesia atas Irian Barat. Dengan adanya
tuntutan tersebut, Belanda tidak dapat memaksakan kehendak
untuk menguasai Irian Barat. Untuk menyelesaikan masalah Irian
Barat tersebut akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1962 dicapai
suatu kesepakatan yang dikenal dengan New York Agreement,

yang berisi :

1.

Setelah pengesahan persetujuan antara Indonesia dan
Belanda, selambat-lambatnya pada tanggal 1 Oktober 1962
Penguasa/Pemerintah Sementara PBB (United Nations
Temporary Executive Authority-UNTEA) akan tiba di
Irian Barat untuk melakukan serah terima pemerintahan
dari tangan Belanda. Sejak hari itu bendera Belanda diturunkan
dan diganti dengan bendera PBB.

Pemerintah Sementara PBB akan memakai tenaga-tenaga
Indonesia baik sipil maupun alat-alat keamanan, bersama-
sama dengan alat-alat keamanan putra-putra Irian Barat
sendiri dan sisa-sisa pegawai Belanda yang masih
diperlukan.

Pasukan-pasukan Indonesia yang sudah ada di Irian Barat,
tetap tinggal di Irian Barat yang berstatus di bawah
kekuasaan Pemerintah Sementara PBB.

Angkatan Perang Belanda secara berangsur-angsur
dikembalikan. Yang belum pulang, ditempatkan di bawah
pengawasan PBB, dan tidak boleh dipakai untuk operasi-
operasi militer.

Antara Irian Barat dan daerah Indonesia lainnya berlaku lalu
lintas bebas.

Tanggal 31 Desember 1962 bendera Indonesia mulai
berkibar di samping bendera PBB.
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7. Pemulangan anggota-anggota sipil dan militer Belanda sudah
harus selesai pada tanggal 1 Mei 1963 dan selambat-
lambatnya pada tanggal 1 Mei 1963 Pemerintah Rl secara
resmi menerima pemerintahan di Irian Barat dari Pemerintah
Sementara PBB.

Berdasarkan New York Agreement tersebut, prosedur
penyerahan kedaulatan atas Irian Barat kepada Indonesia melalui
tiga tahap. Pada tanggal 1 Oktober 1962 bendera Perserikatan
Bangsa Bangsa dikibarkan di Irian Barat, berdampingan dengan
bendera Belanda, mulai saat itu pemerintah jajahan Belanda
menyerahkan Irian Barat kepada Perserikatan Bangsa Bangsa,
yang kemudian membentuk pemerintahan sementara yang
dinamakan United Nations Temporary Executive Authority
(UNTEA). Pada tanggal 31 Desember 1962 bendera Merah Putih
dikibarkan secara resmi di Irian Barat berdampingan dengan
bendera Perserikatan Bangsa Bangsa, sedangkan bendera
Balanda diturunkan untuk selama-lamanya dari Irian Barat. Pada
tanggal 1 Mei 1963 kedaulatan atas lIrian Barat sepenuhnya
diserahkan kepada pemerintahan Republik Indonesia dan bendera
Perserikatan Bangsa Bangsa diturunkan, sejak saat itu UNTEA
menyerahkan kekuasaan atas Irian Barat kepada Republik
Indonesia.

Setelah kesepakatan itu dipatuhi oleh kedua belah pihak,
selanjutnya dilaksanakan pula Penentuan Pendapat Rakyat
(Pepera) yang akan diadakan pada tahun 1969, tepatnya mulai
tanggal 14 Juli — 2 Agustus 1969. Pepera akan dilaksanakan di 8
(delapan) kabupaten, yaitu : Merauke, Jayawijaya, Penidi,
Fakfak, Sorong, Manokwari, Teluk Cendrawasih dan
Jayapura. Hasil dari Pepera menyatakan bahwa rakyat Irian
Barat berintegrasi dengan Indonesia.
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Pada tahun 1973, nama Irian Barat berubah menjadi
Irian Jaya. Perubahan nama tersebut didasarkan pada
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 dan Surat
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat |
Provinsi Irian Barat Nomor 1/DPRD/1973. Selanjutnya pada tahun
2001, nama Irian Jaya berubah nama menjadi Papua
didasarkan pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan dalam Keputusan DPRD
Provinsi Irian Jaya Nomor 7/DPRD/2000 tentang Pengembalian
Nama Irian Jaya menjadi Papua.

Materi Arsip Yang Ditampilkan Dalam Citra Daerah

Dalam Citra Daerah Papua ini pokok masalah pertama yang
ditampilkan adalah mengenai Geografi Papua. Penjelasan
geografis ini digambarkan melalui Arsip Peta Nieuw-Guinea yang
berangka tahun 1912, peta hasil foto udara Nieuw-Guinea yang
berangka tahun 1935, peta Boven Digul yang berangka tahun
1929, hingga peta perkampungan narapidana di Boven Digul.

Masalah pemerintahan lebih banyak digambarkan lewat
arsip periode setelah Perang Dunia Il. Dimulai dari arsip yang
berangka tahun 1953 mengenai Serah Terima Jabatan Kepala
Daerah Merauke, kemudian Risalah Dewan Perwakilan Rakyat
mengenai keterangan pemerintah tentang persoalan Irian Barat.
Rancangan Undang-undang Pembentukan Daerah Otonom
Provinsi Irian Barat tahun 1956, kemudian juga perubahan
undang-undang tersebut. Juga diketengahkan foto tentang
pelantikan Gubernur Papua E.J. Bonay oleh Wakil Perdana Menteri
Dr. Subandrio tahun 1963.
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Masalah Politik diawali dengan menampilkan arsip sekitar
kamp tawanan Boven Digul sebagai tempat buangan kaum
pergerakan yang dianggap berbahaya bagi pemerintah Belanda.
Disini terdapat daftar orang-orang yang dikirim ke Boven Digul
antara tahun 1927 sampai dengan 1931, kondisi kamp tawanan
dan buku harian mengenai kebijaksanaan perkampungan
narapidana. Kemudian laporan dilanjutkan dengan suasana sekitar
upaya pengembalian Papua masa Republik Indonesia Serikat
(RIS) dan setelah Konferensi Meja Bundar (KMB) hingga arsip
tentang naskah Pidato Presiden Soekarno menyambut masuknya
Papua ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia.

Tema Kependudukarn mengetengahkan laporan penduduk
di Kaimana tahun 1858, laporan tentang cacah jiwa di Tanah
Merah tahun 1933. Terdapat juga laporan mengenai rencana
emigrasi dan transmigrasi ke Nieuw-Guinea oleh pemerintah
Belanda. Ditambah laporan tentang pegawai-pegawai Indonesia di
Irian Barat tahun 1950-1951.

Perkembangan pendidikan digambarkan oleh arsip foto
dari Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) tentang
peresmian sekolah di Wambi tahun 1923, kegiatan sekolah di
Eranotali. Kondisi mengenai sekolah, murid dan pengajarnya di
Tanah Merah juga ditampilkan baik lewat laporan tertulis maupun
lewat arsip foto.

Usaha pemeliharaan kesehatan di Papua bisa dilihat
melalui arsip foto juga dari KIT. Surat mengenai pelayanan
kesehatan kepada penduduk sekitar daerah kerja PT Freeport
Indonesia masa kontemporer melengkapi tema kesehatan ini.

Kegiatan keagamaan diwakili oleh arsip tentang
penempatan petugas rohaniawan Katolik di wilayah Nederlandsch
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Nieuw Guinea dan arsip foto rumah dinas untuk pastor di
Merauke.

Bagian selanjutnya mengetengahkan mengenai bangunarn.
informasi ini digambarkan melalui arsip foto dari KIT dan NIGIS.
Secara detail ada rumah adat, rumah panggung, rumah di pulau
Saba dan Biak, rumah pejabat di Tanah Merah, stasiun radio,
gereja, kantor pos dan lingkungan kamp militer.

Kekayaan budaya Papua juga banyak ditampilkan lewat
arsip foto. Dari sini kita bisa melihat orang Papua beserta
perlengkapannya baik berupa pakaian, assesoris, senjata dan alat
musik. Lebih jauh tema ini juga menggambarkan upacara
pernikahan dan tarian tradisional masyarakat setempat.

Kegiatan perekonomian tergambar dari arsip foto pusat
penambangan minyak dan gudang penyimpanan barang di
Sorong, kegiatan penangkapan ikan oleh pemuda Papua dan tas
tradisional wanita Papua. Sedangkan laporan tertulis menyangkut
subsidi anggaran masa kolonial, selebihnya tentang garis besar
pimpinan ekonomi menjelang pembebasan Papua, kontrak kerja
penambangan minyak Caltex tahun 1961 dan pembangunan
masyarakat sekitar wilayah penambangan PT Freeport tahun
1974.

Kegiatan transportasi digambarkan melalui arsip foto yang
menampilkan moda transportasi tradisional semacam gerobak
sampai transportasi udara berupa pesawat Dakota. Juga laporan
tentang pembangunan lapangan terbang di Serui tahun 1936 dan
pembangunan jalan di Nimboran tahun 1951.
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Peta Nieuw Guinea tahun 1912.
M. Yamin no.1031
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AFSCHRIFT.

UITIRERSEL uit het Regls ter der Beslul ten
van den Gouvernsur der MHelukken.-

Amboins,dsn 174sn lu;f. 1928 .~

De OGouvernesur dar Molukken.

" Gehoord net Hoofd van Plsatselijic Bestuur te Tansh-
Herah an den Resident van amboina.

Galst op Btartablad 1905 Ne,596 in verbani met

Stactabled 1925 50,589 jJuncto 1925 Ho.686 en in verband met
Staatabled 1525 Ne.594.

Heoft hesloten:

TEN RERSTR: Da grenten der Onderafdeslingshoofdplasts
Tanah=¥erah der -ﬂmrdnling.novan-ni goel vast te stellen
als aangegaven op de bij dit bDesluit behoorsnde kaart, te
wetant

%g}!:hnl De linkeroever van de Digoelrivier vanaf
het punt A, liggends 3 K.M. ten Zuiden van de kolenopalag-
plaats stroomopwasrts, tot asn de plaats, wasr de ¥ali Bening
in de Digoel uietmondt (punt B);

ten Noorden: Door essn vechte 1ijn loopends van ds
monding van n ncni.nhs (punt B), in zuiver Oocs teldl fke
righting, over esn afatand van B K M, nasr punt C;

n Zulden: Door een rechte 1lijn, loopende in zulver

Yos te s r :ing, vanaf het punt, gelegen op 3 E.M. ten
Zuiden wan da kolenopslagplsats (punt A), over eon afstand
van b4 K.i. nesy punt D;

%E Oosten: Door een reshte 1lijn die de a.-un{n
puliten an Fespactisvelijk van Noord en Zuldgrens me
elkanr verbindt,

TEN TWEEDE: Te bapalsn dat binnen de Onderafdeslingshoofd-
plaats Tansh-Merah voor de geinternesrden verboden teryein
13 het terrein, gslegen bimien de volgsnde grenszent

n licorden: Vanaf punt I de monding vaz het rivier-
tJe, loopenda A Zulden van de doorgangabarakken langs de
rivier tot aann het punt II en vanaf ﬂa punt in zuiver Oos~-
tell jke »ricnting umar net punt III, gelegen cp de Oonteli jke
grans van de t’nﬂulunglhmrifinnh Tabah-Merah.

g% Zulden: Daa rechte Ju leupende wan de kolen-
opslagplas puit IV) in suiver Oostell jke richting tot het
punt V, gelegen op de Oostgrens van de Onderafdsslingsheofd-
Plaats Tanah-Harsh;

Ooaten: De Oostelijke grens van de Onderafdeeslings-

hoofdplas ts =Karah;
ton Westant De linkorcaver van de Pigoelrivier.
Aan Afsoh 17t deces

het Hoofd van Flartaelijic Ses tuur
te

—2amahe-Nerah,

Salinan Surat Keputusan Gubernur Maluku tanggal 17 Maret
1928 tentang penetapan batas-batas ibukota yang terdapat di
Tanah Merah onderafdeling Boven Digoel.

Boven Digoel no.84
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, 1929.
Boven Digoel no.88

Peta Boven Digoel
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Salinan dari buku harian asisten pemerintah di Moeting selama
bulan September 1935
Boven Digoel no.86
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Peta kamp tahanan Tanah Merah.
Boven Digoel no.89

Citra Papua dalam Arsip 28



1-"\_—_ ket FURINAME.
Bachaat | F 00RO

= =
. j v = a1 o g 1 e it

Detail peta dari Dutch New Guinea, 1944-1945
NIGIS/RVD B2170
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Salinan Memorie Serah Terima Jabatan Kepala onderafdeling
Merauke, 13 Maret 1953.
Boven Digoel no.50
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1956 — P. 11 —~ S. 2.

Undang-undang No. ............ tahun 1956
tentang
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat.

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

bahwa setelah ditetapkan Und it Pembatalan Perse-

tudjuan Konperensi Medja Bundar, maka tidak ada rintangan-

rintangan lagi untuk melaksanakan tjita-tjita untuk membentuk

[rlan Barat mtnd:dd: Propinsi Otanom. sesuai dengan isi dan djiwa
emerdek pada t 1 17 Agustus 1945;

Mengingat:
a. Undang-undang Pembatalan Persetudjuan Konperensi Medja
Bundar;
b. 1. pasal 2, 89, 131 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara
Republik Indonesia;

2. Undang-undang No. 22 tahun 1948 Republik Indonesia dan
Lindang-undang tersebut dalam Staatsblad Indonesia Timur
No. 44 tahun 1950;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No. 21
tahun 1950;

c. Piagam Persetudjuan Republik Indonesia Serikat dan Peme-
rintah Republik Indonesia tanggal 19 Mei 1950 dan Pernjataan
Bersama tanggal 19 dan 20 Djuli 1950;

Dengan persetudjuan  Dewan Perwakilan Rakjat Republik
Indonesia;
Memutuskan:
Menetapkan:

Und ¢ kan Daerah Propinsi Otonom
Irian Barat.

BAB I
KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Propinsi Maluku sebagai dimaksud dalam Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Serikat No. 21 tahun 1950, dipetjah mendjadi
dua, jaitu:

a. Propinsi Maluku,
b. Propinsi Irian Barat.

= Pazal 2.

(1) Propinsi Irian Barat dimaksud pasal 1 sub b meliputi:

1. wilajah Irian Barat jang pada saat pembatalan Persetudjuan
Konperensi Medja Bundar pada tanggal ZD April 1956 masih
berada didalam kek Ker land tanpa perse-
tudjuan Pcmznnmh Republik lndonﬂm-

T

Konsep Rancangan UU tentang pembentukan Daerah Otonom
Provinsi Irian Barat, 1956.
Risalah DPR no.908
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134 Rapat 9.

Junyg hadir.

Persidangan L

RAPAT 9.
Hari Sclasa, 19 Desember 1961,
(Djam panggilan: 19.30).

Keternmgmn Pemerintah mengenni personlan Irian
Barat dalam rangka kelandjutan Komando Paduka
Jnng Mulin Presiden/F i Tertinggi Angh
Perang.

Ketua: H. Zalpol Arifin.

Didampingi olch para Wakil Ketun Arudii

Kartawinata, 1 G. G. Subamia, Let. Kol

(P) D. M. Moersalin dan M. F. Lukman.
S=kertaris: Mr Sumarsono Pringgodiredjo,
Islan.

Jong hadir 226 anggota:

Muhamad™ Ahmad.
Hadikusumo, 1. S.

Asmadi Tirtooctomo. 5.
Handokow'dlalo, Mh. Lsnaeni,

Rh. Kossnan, Lie Po Yo, E. Moch, Mansiur, 1 B P.
i Idris,

Manuaba, S. Martosoewito, Muna
Natosukardio, Osn Maliki. R. Pos
tmn, R. Darsono. Saleh Umar, Sarino Mam
no'o. 5. D. Bili. dr R. Sosatmadii, Mr S
Reksod! sono, Sudrasman, Nj.
sossanto, i
x tojosochroto, 3
O, Suriapranata, Ni. Sutijah Surva Hadi, Sutjiplo,
S. Danossocei Whasis, Rs. irioseputro, Rd.
Wachiju Mh. nul Arifin,
K. H. Musta'in, H. Achmad Sinichu, Abdul Aziz
Dijar. H. A. Chamid Widiain, H. A. A. Achsien,
R. Abdesllah  Afandi, Diadin Wirdasumita, Nj.
Mahmudah Mawardi, Mo i Siamsulhadi, Aji
Muchamad “Dzukhri, i
Munir Abisudiak, Flussein Saleh A
niinh HFadi, Josotaruno Tchsan Noer,
Mursiidi, Soelaeman Widioiosoehrato, H
Alhabsii, Manivudin Brodiotruno, Moh, Noer Abdul-
eani, K. H. Moch. Sinifuddin kazar, H S
Mosslich, Mohamad Hnsan, N i
Kantasumpena Marijamah Diosnaidie,
Anwar  Musad Asmah chrunie,
ub  Di . Anwar kroaminoto,
Kartawinata, H. Harsono Tiokroaminoto, Z
_ A. Nunune Kusnadi, H. Sirndjuddin Abba
yan. Drs 1. Pirv, Nunatjik A. R, R. P. R.
Sudoio. M. H, Lukman, Hulomo Supar-
Sinegih Tirtosoediro, Suhaimi Rachman, Ir
Thaher Thajeb, Ni. Ch. Satawati, Tioo Tik Tioen,
Kasim, Sukatno, M. A. Channfiah, Cadi
Diadi Wirosubroto, Siswoio, Tioceito,
din, Peris Pardede, Socpeno Hadigiswolo. Diokosu-
diono, M. Sirsenr. H. Senduk, J. R. Koot, V. B. Snka
R. H. Sostarto Hadisoedibyo, Drs Frans Seda. Kol
Wiluio Puspo Judo, Kol_ Roestinm Roesli. Kol
im, Maj. Tallu Rachim, Let, Kol. Muamil

Effendi, Kol. Hein Victor Worang. Let. Kol L.
Pellupessy, Kapt. Soemadi, Kapt. H. A. Gani, Let.
Kol (Dech) R. O. Sunardi, Mai. (A) Moch, Sofjan
Anrazad, Kol (K. K. O) R. Indro Soebagio, Let.
Kol. (P) M. Napitupulu, Let. Kol. (P) D. M. Moer-
salin, Maj. (T) R. O. Darja Atmaka, Maj. (A) Har-
diman Sumardanus, Kom. Ud, Soctojo Adipoetro,
Kol. Ud. Achmad Soemadi, Maj. Ud. Soerjo
Armaw!sastra, Maj. Ud, Sudomo Jahudihardjo, Let.
Ud. 11 Manckin, Kom. Bes. Pol. Abdulrachman
Setiowibowo, Kom. Pol. 1 Drs Soemartono, Kom.
Pol. Il Sario. Obay Suhantaatmadia, Supardi, Let.
Kol, Subroto Aryo Mataram, K. H. Achmad Ghoealy,
K. H. Abdul Dialil, K. H. Achmnd Chotib Tubagus,
K. H. Rachmatullah, Dr Sjech H. Dialaluddin, K. H.
Asimawi. Idham. K. H. Achmad Aini Chatib, K. H.
Gozli. K. A, H. Sinroni. O. K. H. Abdul Aziz,
K H. Threhim Humi, R. H. Tskandar Sulavman, M.
Thaha Mna'rosf. K. H. Sah'an Ridwan. K. H. A,
mari, Siech Marhaban, Marzoek! Tatim. Sardiono,
K. H. Junus Anis. Prof. Dr P D. Latu’hamallo,
Ps P U Rommas M Th. Ds M Sondakh, Pastor
Ch. Wid'siasumarta Tda Baons Wa'an Gede Bagus
P Mastrn, 5. M. Thahar. Suwardi, Dre Sotamto
Merd'osuparto, Aminuddin Aziz Pu'unmn, Ahmad
Dahtan Rannwihardin. N. Yneda. 14a Garnida. Ni.
T.astari Sostrasnn. N3 S A Whahid Hasiim Ni TImi
Sirdinna. Ni. Sulnemi Mudiiati Sudarman. Ni. Fran-
c'sen Fanegidaei, Ni. Titi Memet Tanumidiaia. Ni.
Maemunah Bahrok, dr NH L. Tobine, Mr G-lc
Harun, Mr R, Sunario. Mr Dr Suprapto Abdnallah
[ n Bandaharn Pandiane. Mohammad Tbnu Sajuti
alins Sajuti Melik, Sidik Kertapati, Gaius Siacian,
Dinwato, Amung Amran, Ismangoen Poediowidng-
dho. Asiro Effendi, Socharno, Achmad Dasuki
Sirdi. H. Abubakar Jusuf, Diamhari, Hartojo Pra-
wirosudarmo, Tr Soerachman, Sunario. Jaroes, Susilo
Prawiroatmodio, Abdullah, A. Mocis Hassan, C.
Monean, 'S, Sardiono, Trimo, Ni Rumamah, Nj.
Suharti Alimarknban, R. Sumantri, Herman Mu™
tnshim, Sastrodikore, Rasjid Sutan Radia Emas,
5 i inioadiprodjo, Rusli  Tiandradinata,
1i Sastrowidioin, Murtadii Bisri. Sudiarwo
fro. F. Runturnmbi, Usman Mufriwidiaia,
Tuk Soebiinnto. Mi. Setiati Surasto. Ni. Tuti Noer
Bandiiah, Nn. Tinz Suwarni, K. Werdojo. A. M
Datuk, Bachtinr Salim Haloho. R. B. Sitohang,
Techak Moro, Mr Jusuf Wibisono, Asus Sudono
Darmohuenda, Sutarno, Wartomo Dwidiohiwono,
Ginharuddin Sutan Pamuntiak, Siauw Giok Tihan,
Moechari Hadisard’ano, Rd. Husein Kartasasmita,
Gde Poeger, H. L. Rumascuw.

Wakil Pemerintah: 1. Menteri
Dinanda:
2. Wakil Menteri Pertama/
Menteri Distribusi, dr J.
Leimena:
Menteri Lunar Negeri/Wakil
Menteri Pertama I, dr H.
Subandrio;

Pertama, Ir H.

Risalah rapat DPR mengenai keterangan Pemerintah tentang
persoalan Irian Barat dalam rangka kelanjutan komando Paduka
Yang Mulia Presiden Panglima Tertinggi Angkatan Perang,

19 Desember1961.

Risalah DPR no.657
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Wakil Perdana Menteri Pertama/ Menteri Luar Negeri
Dr. Subandrio melantik Gubernur Irian Barat E.J. Bonay
di Kotabaru Irian Barat, 1 Mei 1963.

Deppen no.63-4495
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Soondere

Daftar orang-orang yang dikirim ke Boven Digoel dari
Semarang yang diangkut dengan kapal H.M Kruisser “Java”,
12 Maret 1927.

Boven Digoel no.200
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Afschrift.

BEYRLSOHBRIFPT.

De Gouvsrnsur—veneraal van Nederlandsch-Indil¥ gelast,
dat de persoon van
1. Aboe Samah bin Daoced, oud R7 Jaar, rekeninglooper Bi] de Water-
leiding te lodan, voorzitter van de ondersectie Soengel Kerah
\(hada.nj dor P(arti)) K(ommuniet) I(ndonesia), geVoren en laatete-
14 jk woonachtig ter hoofdplaats Medan, gouvernemsnt Ocstkust yvan
Sumatra,
©. Sosleiman, oud ongeveer 30 jaar, o.m. gewozen echrijver bij de
oiurgsrli Jke Openbare Werken, laateteli jk landbouwer, voorzitter
wan 4s ondsrssctie FPeatisah Darat (Modan) der F.K.I., geboren ter
.hoofnpla.at,a Batavia en laatsteli jk woonaohtig ter hoofdplaate
dan, gouvernament Oostkust yan Sumatra,
mad Jacoeb bin Bandara, oud 30 jaar, barbler, commiesaris
der Sarakat Pegawei Pelabooan dan Laoct en voorzitter van deo
ondersectie Bolawan on Laboean dor F.K«I., Zeboren te Timbang
Deli en laatatell Jk woonachtig te Bslawan Deli, gouvernement
OoBtkust van Sumatra, I
T jokrosoeodarmo, oud ongeveer %0 Jaar, hoedenmaker, voorzltter
van de onderssctie Koeta Mascem Medan, Bah Lias en Deli Toswa,
en propagandist der P.K.I., geboren ter hoofdplaats Soerakarta
en laateteli Jk woonachtig ter hoofdplaate Msdan, gouvernsemsnt
Qostkuat wvan Su.mat.-ra..
Said Ali gelar Soetan Sald Ali, oud 32 jJaar, o.m. gewszen hoofd
van eeng Inlandsche lagers 8chool en onderwi jzer aan partiou-
liere lagere scholen, commissarie wan de Vereeniging van Spoor-
on I'ramweg Personesel te Padang en rodacteur van het dagblad
fyJjala®, laatsteli jk zondor beroop, commissaris van het hoofd-
bestuur dsr P.K.I. voor Sumatra, geborsn te Looboek BasSoeng,
Bumatra's westkust en laatstell Jk woonachtig ter hoofdplaats

Medan, gouvernement Oostkust yan Sumatra,

Salinan Surat Perintah Gubernur Jendral H.B. De Graeff tanggal
15 April 1927 tentang orang-orang hukuman yang harus
dikirim ke Boven Digoel.

Boven Digoel no. 1
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Daftar orang-orang yang dibebaskan dari kamp Boven Digoel
bersama keluarganya (termasuk Bung Hatta, Sutan Syahrir
dan Bondan).

Boven Digoel no.102
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Laporan dari W.P. Hillen, anggota Raad van Indie tentang
kondisi kamp tawanan Boven Digoel, 1930.
Binnenlandsbestuur no.1308
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Tugas-tugas yang harus dikerjakan para penghuni kamp
tawanan di Boven Digoel, dicatat dalam buku harian pengawas,
tanggal 23 Agustus 1934
Boven Digoel no.210
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P 4 -
M":tchr'l(‘t yoor den Directeur van 555.1'::;0410.’1-:1:1:-.!: Bagstuur m/v n/d

a8 ¥ al 2.} /n
van Gouv.Oreote Oost van B Januari 19012, Mo.292/0

%‘ Bultenzorg, 1y Januari® 19h2. fl

¥ A g+ u;
k - - j"- ; go':::).r,e” /
No. 10/A Gehelim. e g Ll i ‘)’ "?L/abi'
: -4'..".._-..!:'- R
Onderworp? Moedig gedrag van den radiote-
lagrafist Van Ha rdgbn ti1dena
het bombardement ¥an Sorone.

Het verw! izing naar het U belkend schriiven wan den Uouvere
neur van de Upoote Oost wan 8 deser N0.292/0 heb 1k de aar, op
last wvun den Uouvernaur<laneraal, UlHoogEdelGestrange te verzos=

kan te willen mededeelen of 1In hot duiria baschroven moedl; gedrag

van den radiotelegrafist Van Heorden Uwersl)ds aanlelding wordt

gevondan hem voor te dragen vonr de toekenning van het "Kruis

—_—

van Verdisnste"”,

PEPT: BiMH®NLs B2S R

Laomen .// - ‘ﬁ?___

Ua late Uouvernemants Secretaria,
XNo. A = I

G i A !
| ‘/_I/A v el I wg. E.4. Zeilinga,
| 22 L

P

Voor eensluidend afachrift:

De Youvernemants Secrataris 5

[

AC
U ,/f

Agn
den Diprecteour van Varkesr sn
Waterstast.

(Afa.verl . Gouv.lUroote Oost en
Me B.8,)

Usul untuk memberikan tanda penghargaan kepada van
Heerden, seorang telegrafis radio yang terus bekerja selama
pemboman di Sorong berlangsung, Januari 1942.
Binnenlandsbestuur no.4195
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Lap. A
Pokolt : Kodjadian Jang rasa Kopada
porlu dikabarkan. Jthe Sdr. Kotua Befele
:ltd.mn Tangah 9

Supaja dikctabhui bersams tontang oadaan seicitar irian. Homuorut putusan
KM.B. Irian de 1 tah ini masih akan dikussai oleh pomerintah
Balanda. Teatang inl Ihm _---llh-l‘“lhu Iving jang mata torang djugs
-uhht-.hn.dau k s pun tidalk hadird S.M.B.tuhptm-

nja mau nr Dongan p.m kaki taagaanja"
u. Jm. wme..\ﬂh Balands mongabui mata raicist. mmm
knrems takut sexkk malu pada duais, ber Ji dibelal keotiga boackmaja itu.
Dangan maksud ini rupa-rupanje keotiga boacka itu dibrwa kengeri Belanda.
II. Jpuws dan Kasappo beraagkat dari Irian 25 Oktobar '"49 dan Ariks momnang sudah
M Iﬂll.m Iu.nmk turut berunding di K.M.5. kota spama mangetahui, wakbu
't terang? Bolanda membilangkan: "Irian tida alan mengirim
u-u.'l..n,jl, In.rnl belum sanggup mongikuti keadasn., Tetapi kami jang sudah lams
di irian, mepunjai pemandangan lain, Jaitu lnjectie Belanda bal um
begitu meresap pads m'jat. Kenjatamanjaj

Pertomusn jang diadakan di Hollandia mada tg. Ll Hovembor 1948 (origincel dari
ini nda sama sdr. Papare).

Dahulu N. Jouwe fad pula Jjang mendjadi ketun anti pendjadiahan, lahnq
ia pula nd:l. kotua pro her
lomah, 1 mululc

Pada tanggal 5 J

(Eaffiar dan Rumaimm). Dwa2 C.HBA jang cudah d
politie lrian Jang berscadjata
lezing uky

aan Bolanda.
rhmmum.mnmmw
Balands, kita soausa momang sudal tahu,totapi bagaimanakah

Lihatlah pada tonggal sudah ditahan lagi di Biak A. Samori,
M.m% suxiah paraah dihukum 2 talun. Pokok
w As Samori, dia mu:l.u surat untuk saudarel di Distrik Warea

kolonisani kabar. ngnti n',’n diangan
l.m dalam peadirian. Sobelum mu'nt. ini dapat dikirim ‘eudah dikstahul oleh
commandant Sakoal.

Tarkamukka dari kedjadian iad, M, L sudah

- makaud apagf tjuma mm

ganbar pelabuhan Scrul
mmmmmmmammm-ﬁvm djswabkan,
tempat ketalinga kami, sebelum -llll-lr-lt chabay
dari arang Jang portann, m.nummm
m-u-uhnllapql diusahalan dari sini agar mata dusia dikilaskan pada
louni, supaja riwajet Jelebes Selatan diangan berulang. Tanda2 sudah terbajang.

Totap merdolm,
Ketua 1L Pl — Sarul.
ttd., Alwi Huchman,

Laporan Partai Kemerdekaan Indonesia Irian (PKII) kepada
pimpinan BPI Jogjakarta tentang keadaan Irian setelah
Konferensi Meja Bundar (KMB), 10 Januari-6 Februari 1950.
Delegasi Indonesia no.1494
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Transkrip pidato penjelasan Mr. M. Yamin tentang mosi Irian pada
Sidang Umum Parlemen RIS tanggal 11 Maret 1950.
Kabinet Presiden RIS no.151
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Tulisan M. Yamin dalam harian Merdeka,
“Asia Afrika Tuntut Irian Barat”, 27 April 1955.
M. Yamin no.646
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15 AGUSTUS 1962

PERSETUJUAN NEW YORK : PENYERAHAN
IRTAN BARAT OLEH BELANDA KEPADA
INDONESIA

Perjuangan pembebasan Irian Barat mencapai puncaknya dalam tahun 1962. Bersamaan dengan
usaha-usaha di bidang diplomasi, dilakukan pula serangkaian operasi-operasi militer yang dilan-
carkan oleh Komando Mandala.

Akhirnya perjuangan ini berhasil memaksa Belanda untuk melepaskan Irian Barat, kembali ke
pangkuan Republik Indonesia. Di New York, pada tanggal 15 Agustus 1962, bertempat di Markas
Besar PBB dilakukan penandatanganan persetujuan antara Republik Indonesia dengan Kerajaan
Belanda mengenai masalah Irian Barat.

Persetujuan tersebut pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut :

1. Setelah pengesahan persetujuan antara Indonesia dan Belanda, selambat-lambatnya pada
tanggal 1 Oktober 1962 Penguasa/Pemerintah Sementara PBB (United Nations Temporary
Executive Authority-UNTEA) akan tiba di Irian Barat untuk melakukan serah terima peme-
rintahan dari tangan Belanda. Sejak hari itu bendera Belanda diturunkan dan diganti dengan
bendera PBB.

Pemerintah Sementara PBB akan memakai tenaga-tenaga Indonesia baik sipil maupun alat-
alat keamanan, bersama-sama dengan alat-alat keamanan putra-putra Irian Barat sendiri dan
sisa-sisa pegawai Belanda yang masih diperlukan.
Pasukan-pasukan Indonesia yang sudah ada di Irian Barat, tetap tinggal di Irian Barat yang
berstatus di bawah kekuasaan Pemerintah Sementara PBB.
Angkatan Perang Belanda secara berangsur-angsur dikembalikan. Yang belum pulang,
ditempatkan di bawah pengawasan PBB, dan tidak boleh dipakai untuk operasi-operasi
militer.

. Antara Irian Barat dan daerah Indonesia lainnya berlaku lalu lintas bebas.

6. Tanggal 31 Desember 1962 bendera Indonesia mulai berkibar di samping bendera PBB.

. Pemulangan anggota-anggota sipil dan militer Belanda sudah harus selesai pada tanggal 1
Mei 1963 dan selambat-lambatnya pada tanggal 1 Mei 1963 Pemerintah RI secara resmi
menerima pemerintahan di Irian Barat dari Pemerintah Sementara PBB.

Hasil kesepakatan di New York bulan Agustus 1962 antara
pemerintah Indonesia dan Belanda yang disaksikan PBB
memberikan pengakuan bahwa Irian Barat merupakan

bagian dari RI
Sekretariat Negara Republik Indonesia,
30 Tahun Indonesia Merdeka
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Pidato Presiden Soekarno pada Rapat Raksasa di Lapangan
Merdeka, Ambon untuk menyambut masuknya Irian Barat ke
dalam wilayah kekuasaan RI, 1 Mei 1963.

Pidato Presiden no. 487
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Rakyat Kotabaru menyambut kunjungan Presiden Soekarno
sebagai bentuk penerimaan rakyat terhadap realisasi
pemerintahan RI di Irian Barat, 4 Mei 1963.
KEMPEN no.63-509
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ANGEATAN LARAT
KeMANDO DAERAH MILITER XVII
TJENDERAWASIH

BAHAN-2 TIWDJAUAN TERHADAP KOTA SO-

RONG UNTUK DIDJADIKAN IBUO-KOTA FRO-
\ "”,r PINSI IRIAN BARAT. -

PENDAHULUAN @

(! Sehubungan dengsan usul pemindahan MAKODAM XVII/TJENDERAWASIE da-
ri Sukarmapurm ke Sorong, berdasar pada pertimbangan-2 strtegis,
ekonomis dan rentjana pasmbangunan Irbar j.m.d. ©cg rFembangzunan Ko=
dam xv11/'r.n.1,u. (vide surat usulanPANGDAN XVII/PJEND. no,011/1966
tgl.2B8-3-1966) maka ads pandangan pula, bila MAKODAM KVlI/TJENl}.
xinidh, sebaiknja Ibu Kots djuga harus pindah,

Dassar untuk pemindahan MAKODAM XVII/TJEND. adalah untuk memenuhi
rentjana tugss KODAM XVII/TJEND. untuk mempertahankam wilajah Ir=
bar terhadap lawan darimana sadja datangnja, sehingga membutubkan 3

U « Huang gerak,
0 +» Daerah belakang jangz mudah ditjupai.
Menpunjai massa untuk pertahanan jang langsung dapat dikevasai.

:i 84 c.iidl kominikasi J g lantjar kedepan dan Lenﬂlalfhng.
q}d.ar\_ an k t * i ldnhan Ibu-Kota ke Soromg, kiranja djugsa
mempunjai dasar~2 kebutuhan Jjang sama seperti Jang dibutuhkan olsh
MAKODAM xv*L/TJJ.D. J.di. faktor=2 i

1)s Politis.

2 Ekoncmnis.

TINDJAUAN :
Kota Sofong jang letaknjs dipantsi dan sebelah basrat Kepals Burung
ditundjuk sebagai pengganti Bukarnapura sebagai Ibu-Kota Propimsai
Irbar,, memenuhl sjsrat-2 tersebut diatas,
1. BOLITIS
- memudahkan hubungan, pertama: dengan Pemerintahan pusats.

Femerintahan tets=
nZZne

dapat mengumsail le=
bih banjak kota (
Hanokwari, Biak? Fak~
Fak, Teminabuap,Kai=
mans dan Ajamarn
daripada Soukarmapus=
ra. jang terpentjile

2. EBKONOMIS :

- Iden dito seperti keadamn pc tetzpi ditambah dengam
dapatnja memungkinkan p aerah untuk pembangusan
dan memungkinkan dapat ber i dzlam hal psngan.
Hubungan lalu  1i nt.as, bailk udara maupon lant dengan Dja=
karta lebih pendek (berar renghenatan dalam djismg-

Mudah hubung ] 1i udara maupun laut dengan kota=-
3 ngal tetangga dekat dan daerah=-

Mudah menerus » hubungen lalu=lintas wdara masupun daut

dengen daerahnjis sendiri, seperti ke untara: Manokwari, Bi=

ak, dan Sukarnapurs. ke selatan: Fak-Fzk dan
Merauke,

5'!'1’_“:'.;5- tem --'Gttl‘lh!i tﬂth Wik udara nfl-@g“ﬂ laut dengan de-

Era=~pegarndietang antara lai

gnn‘r.r'\lga. i ™ " IS Piljmt.nqn g

Pradisionil mendjadi x pengunpul an(Opslagplaald) dari
hasil-2 bumi dari Kepmla Burung dan dasrah Malukn Utuxa.
wi
Hemungkinlkan sekali, mengingat deerahnja jang luas dan subnr, nn=-

tuk perluasan - Penbuatan gedung-2 pemexintah, sekolah=2 dan la~-
in-lainnja, pernmshan tempnt tinggal (meomodasi]

= Penbuantsn diclan-2

L RN

Pertimbangan dari KODAM VIl / Tjendrawasih
bulan November 1966 tentang potensi kota Sorong untuk
dijadikan ibukota Provinsi Irian Barat.
Sekretariat Kabinet No. 113 C
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PENINDJAUWAN ANGGOTA MP . UBUY DI KABUPATEN SORONG DAN

KABUPATEN MANOKWARI DARI TANGGAL 27 APRIL S/D 27 MEI 1968 ,

Y it \Uhg

Anggota MPRS,4,B,Karubuy mohon kepada Bupati Sorong major laut R,3,
Soewarno, supaja diberi idzin untuk menemui tahanan gelombolan O.FP.M,
\Organisasi Papua Merdeka) jang ditahanan Asrama Angkatan laut,Bupati
idzin kepada anggota NPRS,dengan djandi besolk tanggal 4 Mei 1968

pada djam 9 pagi tunggu kami di Pasangrahan.

SORONG: 4 MEI 1968,

Pada djem § pagl Bupati dan major laut Soebardjo serta seorang perwira
Letnan,datang mengambil anggota MPHS,di Papangrahan bersama ke Asrama
Angkatan laut di Lamu,Bupati Perintahkan kepada anggota Angkatan
laut jang mendjaga tahanan supaja dikeluarkan untuk menemui anggota
MPRS, A. B, Karubuy,

—--— Dupati membuka pertemuan dengan katskan kami sebagai Pemerintah
idginkan kepada anggota MPRS. A, B.Earubuy untuk i Saudara-Sauda =
ra tehanan, sebenarnja 12 (dua belas) orang tahanan ini dari B KODIn
dipindahian ke Asrama Angkatan laut,karens Asrams KODIE sudah penuh
dengan tahanan.

=== Demikian keterangan dari Bupati Sorong major laut R, S.Soewarno
kepada anggota MPRS, A,s5.Karubuy,

PANDANGAN: Tentang Pemberontakan-Pemberontakan jang menamai dirinja
DITI7RAS] PERMESTA, dan PRI, Oleh anggota MPRS,A,B,Karubuy kepada 12
(dua belas) orang tahanan 0, P, H, Organisasi-Organisasi tersebut
anggota-anggotanja adalah didalam tubuh T,N.I. sendiri achli dalam
bidang ketentaraan (Militer) melawan Pemerintah jang Sjah Republik
Indonesia,achirnja gagar gsemuanja karena tidak memiliki lkebenaran
perdjoangan jang tidak mesuai dengan kehendak TUHAN JANG MAHA ESA,

TAHUN 1962 TRIKORA: Merebut ‘daerah irian barat dengan kekerasan
sendjata oleh seluruh bangsa Indonesia,maka ACHLI MILITER luar negeri
tidak pertjaja bahwa tentara Pajung Republik Indonesia tidak dapat
turun di dataran daerah irian barat,karena hutan rimba Jang lebat,
hanja satu-satunja djalan pendaratan dengan Angkatan laut. ACHLI mili-
ter luar negeri dalam perhitungannja gagar/meleset dan ACHIRNJA menga-
kui bahwa bangsa Indonesia mempunjai KEBERANIAN Jang luar blasa .
KENTATAAN: Ini kami anggota HPRS, mohon kepada Saudara-Ssudara membu—
at siatu surat PERNJATAAN jang ditanda tangani semua 12 (dua belas)
orang tahanan mengakui berbuat kesalshan melawan Pemerintah jang Sjah
Republik Ind ia dan mohon diampuni,

===~ Anggota NPRS, pertjaja bahwa Femerintah Puaat Republik Indonesia
mempunjai perhatian jang berdasarkan dasar Negara PANTJA SILA ialah
Sila ke 2 (dua).

==-= Surat PERNJATAAN mana disampailan kepada bupati,dan diteruskan
kepada Pemerintah daerah Propinsi irian barat,dan Pemerintah Pusat
Hepublik Indonesia di Djakarta.

——== Demikian Pandangan dan Pengertian/Nasihat kepada 12 (dua belas)
orang tahenan O.F.M, di Asrama Angkatan laut di Lamu Sorong darat,

Anggota MPRS. A.B.Xarubuy mohon kepada major Achmed Salim supaja diberi
idzin untuk menemui tshanan gelombolan O, P, M, (Organisasi Papua Merdeka)
di Asrama KODIM,ditolak oleh majdr Achmed Salim dengan alasan lain hati
sadja, karena semua tahanan HUKUHAN berat, termasuk beberapa anggota i
Bataljon Tjenderawasih 11,

--== Lalu anggota MPRS,mohon kepada major Achmad 3alim dapatkah berikan
kepada kami djumlah dari tshanan 7 Djawab major Achmad 3alim seluruh
Kabupaten Sorong berdjumlah: 92 \sembilan puluh dua) orang tshenan 0.P, H.
\Organisasi Papua Merdeka),

===~ Demiikian keterangen dan tmdmkam tindakan dari major Achmad Salim
kepada anggota MPRS, A, B, KaTubuy,

MANOKWARL: 13 MEI 1968,

Laporan perjalanan anggota MPRS A.B. Kahubuy ke
Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong pada tanggal
27 April-27 Mei 1968.
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Peta Situasi “Gerombolan Mandatjan” dan kedudukan
Pasukan Operasi Sadar pada awal bulan Desember 1968.
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ji dengan kami punje gran dan kejaicinan
in wi punje ketegasen menjsteksn:
1. Eami sesma jang ada didsergh kami didaratan Irian ﬂnfat
" sudeh lema Merdeka an semus Bangss L:xdafuma :J.r.‘::; -

Sebang saupeidengan Kerauke malad tgl.17 Agustus 1945.- 4
5. X spia, §s Negara Eo-  BET:cccvinieiianaes
5. ¥emi mesma gdalah Bangaa Indonssis, jang punja Y

;?_*.—.;:;.u fepublik Indenceia dari Sabang avz.:lyuld.an&nr‘ »..:Taw.a,
B ra Merah-Putih,bonja satu Bangsa:Bangsa Indenesin. O L Pyt A o

G HASU LT

Pernyataan kebulatan tekad para kepala suku/adat/kampung
daerah kampung Masui, Kalikodok, Sibera, Irai dan kampung
Manimeri, Distrik Bintani, KPS. Bintani, Kabupaten Manokwari,
Provinsi Irian Barat, untuk tetap bersatu sebagai Bangsa
Indonesia, 1 Pebruari 1969
SEKKAB no.113 C
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PERNJATAAN RAKJAT SUKU ARFAK

—e—= Setelah mempeladjari, menelaah pendjelasan-2 dari Pemerintah,
serta setelah melihat kenjataan-2 bahws, daerah lrian Barat

wilajah mutlak dari Negara kita Republik Indonesia, jang Berwilajah
dari merauke saspai Sabang, jang dulu disebut HINDIA BELANDA dsn
lsma 350 tahum lebih didjadjah oleh Belanda, maka kaal orang-2 Rak-
jat Suku Arfak, dengan penuh kesadarsm, peagertiam, bersama ini me-
njatakan bahwa : = -

1., Kami mengaku wendukung dan memberikan kepertjajaan sepenubhnja
pada Pemerintah kita, dalam melaksanakan Penentuan Pendapat Rak—
jat jang akem datang. — — = = = -

2. Kami orang suku Arfak wengseku, sdalah Bangsa Indonesia Jjang ber—
djiwa Pantjasila dan berbemdera MHerah Putihy === = = = = = = =

3, Kami oramg-2 Rakjat suku Arfak, tidak ingin dipisah-2kan dengan
ssudara kasi lainnja dan ingin tetap bersatu daleam Negara kita
Republik Indonesia, jang wempunjai wilajah dari Merauke sampai
ke Sabang, sesual dengan pengumuman Kemerdekaan Negara kita Re-
publik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 19454 = =~ = = — === =

4, Kami oramng-2 Saku Arfak mengaku, mendukung dan memperkuat terha-

dap Pernjatasmn-2 dari Saudare-2 lain dari Iriam Barat, jang me-—
njatakan tetap bersatu dalas Hegara kita Republik Indomesim, ——

5., Kami oramg-2 suku Arfak wengaku, tidak setud ju dengan golomgan-2
tertentu, jang berusaha memetjah belah Negara kita dari Merauke

pemikianlah pernjatasm ini, kami orang buat dengan sebenarnja da-

lam hati jang djudjur, satji tidak ada pakeasn, - - = =

Manokwari, 12 Februari 1969

Atas nama Rakjat Suku Arfak di
daerah Pasir Putih, jang berd juslah
400 ( ampat ratus ) orang.
ANGGAUTA D, F. n.n.m.mowm. ;
KEPALA KAMPUNG KEP%ijUNG
~ )

e
( DORTLIS MALDODGA ) (_JACOLUS MAIDODGA )

Adjun Brigedir Polisi.
DIKIRIMKAN KGPADA JANG TERAORNAT

Bspak Pregiden Republik Indonmesia di Djakearta.

Bapak Memteri Luar Negri R.I. di J:J;.\;urta.

Bapak Memteri Dalam Negeri R.1. d akarta. )

m;nk Pembandm Chusus Menteri Luar Negri SUDJARWO PJONDRONEGAR® di D jakart
Bapak Gubermur Propimgi Iriam Barat di Sukarnapuras

D.PeReDe Propinsi Irian Barat di Sukarnapura.

Bapak-2 Anggaata MUSPIDA Kabupaten Manokwari di Manokwari.

Bapak Bupati Kabupaten ]&:::ikvu'i di Manokwari

D R.D. Kabupaten Manok

D;-E;.I ]?clcrn:n Kasupaten n;mok\url. den R.R.I. Mamokwari.

TEMBUSAN 3 Dikiriaekan kepaia Jang Terhormat.
wakil Sek.Djem,P.B.B. QRI1Z SANDZ di Sukarmapura.

Pernyataan warga Suku Arfak tanggal 12 Februari 1969 yang
mendukung penyatuan Irian Barat ke dalam wilayah RI.
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Kebulatan tekad para kepala kampong, kepala suku, dan tokoh
masyarakat Ransiki pada tanggal 8 Maret 1969. Mereka
menyatakan bahwa pemerintahan yang sah atas Irian Barat
adalah pemerintah RI.
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Pernyataan kepala suku/adat dan kepala kampung dari
Saikolof, Kotlol, Menjinsah, dan Djulbatan tanggal
12 Maret 1969 yang menyatakan bahwa mereka adalah
bagian yang tidak terpisahkan dari RI.
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Surat pernyataan kebulatan tekad dari anggota Angkatan '45
daerah Kabupaten Manokwari tanggal 15 Maret 1969. Anggota
Angkatan '45 menganggap bahwa Irian Barat adalah bagian
dari Republik Indonesia.
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QERAKAN TSLAM MUHAMHADIILH

TIALANG PLGUNUNGAN DJAJAWIDJATA.

— : K 2 Arid 1969

o TR T B S D W P

7622

No.:002/Pornj-lund/1969.—

san ini kami seluruh wargs Gerakan Muhammedd jeh Tjebeng Pegunungan
Djajawidjaja:s
Menginget : 1.Proklamasi Komerdokaon Ropublik Indonesia tanggol 17 Agustus
tohun 19 5.
2 Jukaddimah U.U.2.tohun 1945.
3.Naskaoh perdjandjian Konfrensi Medjs Mundar di Don Hzag tahun
1949.
Mengingot pula : l.Pernjataan DPRD.Kabupaten Pogunungan Djajawidjaja tl.8 Dju—
1i 1968,No.t10/DPRD/1968.
2.,Pernjataan boersnma Porpol/Ormas Islem Pogunungon Djajawidjo~
jn tanggal 29 Nopembeor 1968.
; z i 1oaia Pe ron Dige
3.Pernjataan Tjabong Partail Nasionel Indonesin Pn,._'ru'nm.,‘.n Je
jawidjaja tgle26 Nopoember 1968 HNo.:01/Pol/DPT-PDN/2968.
4.Pernjataan Legium Rrxpukkik Veteran Republik Indoncsia Fo-—
sunungen Dinjawidjaja tgl.30 Nopomber 1968.
5,Pornjatacn DPRD Kabupaten Pegunungan Diajawidjajs tgzl.8 No=
pember 1968 No.:2/Pornjut/DPRO-POW/1968.

Momimbang Pornjoataan dari Porpcl/t)rmaa,l(apnlaz Suku/adat dan masjarakat

discluruh deoerah Irian Jarat, tontang penolakan fct of Proe Cho~
/Fr:nuntu:-.n Pendapat iakjat Irian Sarat.

Dengan dachmat Tuhon Jang Maha Esa,kami seluruh warga Gernkan Islam Muhammadijah
Pogunungan Djszjowidjajas
MON JATAKAN DING AN TOGAS

L.Monolak diadekanjn Peonentuan Pondapat dakjat di Irion Jarat
karena proklamasi Kemerdckoon 17 Agustus 1945 toloh ment jo—
kup seluruh wilajah Indencsin dard 3nbang sampei Merauke.

I1.3iapu—sizpa jong menginglakan memischkun Irian Jarct Li."-!‘]l.
wilezjeh Hepublik Indonesin,adalah mengehiunati proklamasi
kemordeknun 17 Apustus 1945 dan pedjuang2 pahlowon Indonec—
sia jong telah mengorbankan djiwa raganja untuk kosatusn dan
persatuan Jangsa don Negara Indeonesias

II1,Monjeruken kepads seaesscs

Pada tanggal 17 Maret 1969 Gerakan Islam
Muhammadijah Cabang Pegunungan Jayawijaya
mengeluarkan pernyataan yang isinya mendukung
penyatuan Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia.
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Menghadapi rencana pelaksanaan PEPERA di Irian Barat
pada tanggal 21 Maret 1969 Markas Daerah Legiun Veteran
Provinsi Irian Barat menyatakan bahwa PEPERA tidak perlu
dilaksanakan, sebab Irian Barat sebenarnya adalah bagian

yang sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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Pernyataan kebulatan tekad Partai Katolik Cabang Jayapura
tanggal 1 April 1969, yang menyatakan bahwa Irian Barat
adalah bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI dan siap

mendukung REPELITA.
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PERNJATAAN,

Kebulatan teka® kaum wanita se KPS.Ransikl jang terkabung
dalam Perwib—-Hajangkari dan FP.W.K.KP5.Rensiki,Kabupaten
Manokwari Propinsi Irian Barat.

Mengingat ¢ Bahwa kKaml orang atas nama selurun wanita KPo.Hansiki Kabupaten
Manokwari Irian Barat,kami orang telah hiaup llerdeka dalam Nega=
ra Kesatuan Hepublik Indonesla sedjak hari Proklamasi L'/ Agustus
1945, semua dari Sabang sampal dengan Merauke dibawah kerah Fu-—
tih pendera kamli bangsa Indonesia,kemerdekaasn kKami semua orang
Jjang tadin)a disebut Nederlands—indle.

kenimbang ¢ BHahwa Kaml semua Orang Jang Deroangsa .indonesia aarl Sabang sam—
pal Merauke Jang bertempat tinggal di daerah KPS.Hansiki Kabupa=
Ten Manokwari Propinsl lrian Barat,tetap Kami orang punja mag
tentukan pendapat kami jang telah merdeka,Jaltu kaml tetap seba—
gal Bangsa lnaonesia jang benaers kami lleran Yutlh,tetap pada
Hepublik Indonesia jang blerdeka mulai 1l[ Agustus LY45.

Men jatakan:

MemutusKan : Kam orang hanja mau hidup dengan Republik indonesia, Bendera
Merah Putih,dalem negara kami Negara Kesatuan Republik Indo-
nesia.

Kami orang tetap ingin utuh djadi satu sebagal bangsa Indone—
sia tidaek mau dipisah2kan lagi,terus tetap bersatu sebagail
Bangsa Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik lndonesia dari
Sabang hingga Merauke kami punja Negara.

Kami orang tidak meu itu Pilihan Penebtuan Pendapat Rakjat di-
laksanakan kemi orang serahkan semua soal pilihan Penemtuan
Pendapat Rakjat kepada Pemerintah kami di Pusat di Djakarta
sebagai pimpinan kami oreng Rakjatl Bangsa Indonesiae

Kami orang punja djendji untuk bantu Pemerinteh kami melaksa—
nakan kami punja Rentjana Pembangunan Lima Tahun.

Kami ormmg menolek keras kepada kami punje Pemerinteh untulk
dia orang seperti Hocolas Jowe, lMarkus Kaiaego,ﬂernw.n Wonsiw
wor,den lain-lein jeng masi erbauan kolo 15 Untuk dateng
Kepada kami punja dperah dan Negars. ¥

Kami orang punja iei hati sutji,hanja sekian supaja diperha=
tikan.-

Pada tanggal 21 April 1969 organisasi wanita di Ransiki,
Kabupaten Manokwari menyatakan kebulatan tekadnya
untuk bergabung dengan pemerintah RI. Organisasi-
organisasi wanita yang menyatakan kebulatan tekad
tersebut adalah: PERWIB Bhayangkari dan PWK KPS Ransiki.
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PERNJADTAAN

Kebulatan Tekad deri FPersatuan Geredja Kristen K.P.3. Hansiki -
Kabupaten Manokwari - Propinsi Iran Bnrat.

Men Egnﬂ'&t b

l. Bahwa negars Kesatuan Republik Indonesia jang diproklamirkan
pada tenggal 17 Agustus 1945, adalzh berwilajash kekuasaan
dari Merauke sampai Sabang jang peas zZaman pendjedjshan dige-
but Nederland - Indie.

2. Korban?2 pera pedjuang Indonesim, termasuk putrazZ deri daerah

Irkan Barat untuk mempertahaniken kemerdekaan bersama dalam
negara Kesatuen Republik Indonesia.

Menimbang 1

Banwa kami sebagal bagian bergee Indonesis Jjerg ber -rr-"*-a'l'
'I:J.‘r‘léc_f,sl u:l r‘..r.a. Heneiki - Kabupaten Manokwari -
Trian ‘L’. lah nentt 1 kehendak bebas kami ja
ah merdeka Jjang diproklamirian ps
hsl 'L'? J\custua 1945, dengan bendera lizrah Putih,

Memutuskan :

.J AT AKX AN

Tidak ada piliban lain bagli kami, IEilldl"‘ rgt;‘; ] Jauw ling =
kKungen bangsa dan negara EKesetuen X plike Indonesis

Bahwa kaml menclak pelaksanaan PEPERA di Irian Bifat, dan kEs-
laa penerintah Hapu.hl.‘l 14 [n&")"w)ia altnn melalrsanaktan djuga,
maka pelalksanaan itu hanjs sebagal formalitas sadja, dan
Icamipu.n bartekad bulat untuk memenangkannja. Disamping Itu
kami mengharapkan agar PEERA tersebut djangan menggangsu
dari pelaksanaan REPELITA.

Bahwa kami bertekad bulat membantu pe talh dalam menaulk-—
un REPELITA, untuk mentjapai J.aar'rafat adil dan maimar
1sarikan '?-_an'l:Jaal.lﬁ.

n mhman tl.J_, um bale xla'l:at 1im=isloml, semoga
Tuhan J'i._Lr faha ui..; galn

2D ita.

BRaneiki, 26 Apr i1l 1969

Kriatan ae K.P.8, Rangiki.

akerdjaan

(?a S:..\Dﬂ“—*g‘"’( S’D@LLM (.;"d,\zﬂnd.

j ; (i/vm-.m’\r-. . )?é{ia.. \‘L_-.\s‘.’-s
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&a /’\;-AQA(,%T'G. {/é.-\u.:_—. Qﬁaiﬂﬁciy\’fdﬁ&mg

Kebulatan tekad Persatuan Geredja Kristen KPS — Ransiki,
Kabupaten Manokwari untuk mendukung masuknya Irian
Barat ke dalam wilayah kedaulatan Republik Indonesia,
tanggal 26 April 1969.
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PERNJATALAN ¥ T
PELADJAR-PELADJAR SEKOLAH MENENGAH EKONOMI ATAS NEGERT
MANOKWART

Nos 04/Pornjte/BA/H'kwri/1969.

DALAM RaPAT BADAN PENQGURUS DEWAN MUKRID SeM.£eisNEGERI M¢KWARI
TENTANG

TINDAKAN-~TINDAKAN BEBERAPA PELADJAR S.M.E.4,NEGERI MANOKWARI

JANG TIDAK MENGINGINI DENGAN RENTJANA PEMERINTAH R.I.

: a, Bahwa tindekan-tindakan tsb.tidak sesuai dengan keinginan
para peladjar jang lainnja dan tidak sesuai pula dengan
tud juan Pemerintah serta menghambat pembangunan daerah
Irian Barat dalam rangka REPELITA.

Untuk mendjaga nama baik sekolah dan mendjaga pula agar
para Peladjar tidak terpengaruh dengan suaraz2 jang datang
dari luar.—

Uraiaa dan pendjelasan Team Follow Up Keamanan di Manok—
wari.

Saran2 dari Guru2 S.M.Z.A.Negeri Manckwari

Uraian dan pendjelasan Petugas Operasi Chusus Pemerintah
Pusat tentang pokok2 kebidjaksanaan Pemerintah mengenai
pelaksanaan PEPERA dan RUPELITA.

MEMPERHATIKAN Ketaatan Peladjar-Peladjar S.M.E.A. Negeri Manokwari ter—
hadap Pemerintah R.I. sebagai Pemerintahnja sendirie.

MENGINGAT Undang-Undang Dasar 1945.
Sumpah Pemuda tgl.28 Oktober 1928.
Persetudjuan New York thn.1962 tentang pelaksanaan
PEPERA di Wilajah R.I. Irian Barats.

MENGINGAT PULA Hasil Rapat Pengurus Dewan Murid S.M.E.A. serta wakil2
kelas tgl.26 April 1969 dan Rapat Umum(Seluruh peladjar)
pada tgl. 28 April 1969.

Dengan ini seluruh Peladjar-Peladjar S.M.E.4.Negeri
Manokwari setjara aklamasi,

MENJATALAKAN:
Mengutuk se-kergsZnja perbuatan oknumZ2 jang tidak bertang=
gung djawab dan usaha2 separatisme sebagai sisa2 politik
"DEVIDE ET IMPERA" dari politik Kolonial Belanda perlu
dimusnahkan demi memperkokoh persetuan dan kesatuin
Kemerdekaan darj Sabang sampai Merauke.=—

Tidak tahu menalyu bahkan mentjela tindakan2 oknum2 dari
Pelad jar S.M.E.{L.Negeri Manokwari jang hanja menndai nama
baik S.M.E.A. Negeri Manokwarie.—

Bersedia untuk gnembantu Pemerintah dalam pelaksanaan
PEPERA dan REPHLITA.

Penjelenggaraan PEPERA tidak boleh mengganggu Pelaksanaan
REPELITA jang lebih dipentingkan oleh Rakjat Irian Barat,

Pernyataan Pelajar-pelajar Sekolah Menengah Ekonomi Atas
Negeri Manokwari tanggal 28 April 1969, mengutuk tindakan
oknum-oknum yang mendukung kebijakan “devide et impera”
yang dijalankan kolonialis Belanda.
Sekretariat Kabinet No. 113 B

Citra Papua dalam Arsip 61



Kebulatan tekad murid, guru, dan orang tua murid sekolah
menengah di Wasior, yang menyatakan bahwa mereka,
rakyat Irian Barat, adalah bagian dari Republik Indonesia,
tanggal 2 Mei 1969.

Sekretariat Kabinet No. 113 A
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Ty RORS A LI
PARTAL N.U. DAN ORMAS-UAMASNJA
WILATAH IRTIAN BARAT

Konperensi Wilajah I Partei N.U. dan Ornas? nja sc Irian Barat jang bor—
langsung dari tanggel 15 sf/a 22 Mei 1969 ai Djajqpura dan dihadiri olch
Tabang-tjabang .

1. Tjabang Merauke . 3 A 1404
2, Tjabang Kainana , g

3. Tjabaniz Kokas . = &

4. Tjabang Fak-fak . 1151“ £

5. Bjaban;: Sorony .

6. Tjaban; HManukwari «

T+ Tjnbang Biak .

8. Tjabang Djajawidinja .

9. Tjaban, Serwmi.

10 Tjabang: Djajapura .

Setelah mondengar dan nompeladjari

l. Prasaran Bapak Gubernur/XDH. Propinsi Irian Barat 3
2. Prasaran Ketua DPRD-GR Propinei Irian Barat 3
3+ Prasaran Panpdam XVII Tjendcrawaei/Kotus luspida ;
4. Pondjelasan PB. N.U.
maka dengan musjawarnh posorta Konperonsi Wilajah ini, telah mengambil
beberapa koputusan Jeng antaranja dilenpirkan pada nota ini .

Berlandaskan Thoma Konperonsi " NEZNANGKAN PEPZHA DAN HINSUKSESKAN =. 4
PELITA " sokaligus berarti bahwa scluruh keputusan Konperensi ini di djiwai
oleh thona tersebut.

Seluruh Warga shli Sunnah Waldjamaah Jang merupakan djanah N.U. didacrah
Irian Barat ini sungguh—sungpuh sangat monjadari akan dus tugas nasional tadi
Jang karonenja tidak ada pilihan lamin dari pada ikut aktif borpartisipasi de—
ngan somua kekuatan Orde Baru 44 dasrah ini.

Seluruh Djamaah N.U. didacrah ini nenjadari bahwa sebagal anggota setia
dari partai N.U. dan sogenap ornas—2 nja janyg hidup resmi di Negara Kesatunn
Republik Indonesia dan hanja menerina keanggotaannja dari carga Negara Indo-
nosia maka tidak ada pilihan lain dari pada totap nempertshankan keutuhan Ne
gara Kesatuan R.I. dari Bebang sanpai ke Merauke .

Karena kemenangan atas hasil PEPIRA merupakan tugas utama dan mulia dan po -
ngorbanen untuk itu tidaklah sia-zin sebagal jang telah ditundjukkan selama

ini, Kanmipun menjadari babwa untuk mentjapai semua itu pemoliharaso keananan
bukan scoata-mata tugas ABRI tetapi mendjadi kewadjiban kita serua dan kare—
nanja peningkatan Koerdja sama dengan ABRI merupakan sjarat mutlak serta pe —
ningkatan pengertisn rakjat harus terus menerus dibina.

Berbitjara mensukseskan PELITA haruslah dengan tekat memenangkan PEPERA.
Ademenangkan PEFZRA haruslah dibarengi dengan tindakan2 njata jan, menghilang
kan semua hambatan jang pungkin ada.

Atas dasar kebulatan tekad dan Eikap tersebut diatas sambil bertawakkal
ke Hadirat Allah Swt., maka Konperonsi Wilajah I Partai Nahdlatul Ulama dan
Urmas—ormasnja se Irian Barat menjampaikan nota ini untuk mendapatkan perha—
tian dan tanggapan sebagzaimana mestingja .

WABILLAHIT TAUFIq WAL HIDAJAH. Amin .-

Djajapura, 22 Mei 1969 .-

! perensi Wilajah I Partai N. U .
I i, - Yesrta ormas-ormasnja
, se Irian Barat ,

. : f € ,
Eeotun Tid!ﬂﬁ i =\ y Sekretaris  Sidang;
% . \,‘ : f’/ /] ;

=

ot ( = e
( H.Ms hite-Dytachnat ; ( Noor Sulietyo B.A. ).-

i

Konperensi Wilayah | Partai N.U. dan ormas-ormasnya di
Jayapura, 15-22 Mei 1969 memutuskan bahwa PEPERA
dan Pembangunan di Irian Barat harus disukseskan.
Sekretariat Kabinet No. 113 B
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PERNJATAAN (Eﬁ%iﬁf

KEBULATAN TEEAD DART GERAKAN MERAN PUTTH ANAK TJABANG
DAERAN KPS SARMI TRIAN BARAT U/@ EhEA
11:.20

ISRt s —

Kami Gergkan Mergh Putih Anak Tjebeng Deserzh KPS Sarmi: MEBNO 1 SA-
NAAN PENENTUAN PENDAPAT RAKJAT DI IRTAN BARAT karenat

1. Bahwa sesungguhnjs Irien Barat adelah bagian jang mutlak dari Negara
Kesatuan Republik Indonesia jang kemerdekaannja telah diproklamirkan
pada tenggel 17 Agustus 1945 dengan kemerdekaannja meliputi selurub-
Indonesia dari SABANG hingge MERAUKE,

¥ami Gerglan Mergh Putih Angk Tjabang Daerah KPS Sarmi menghendaki -
sumpah pemuda Indonesia jang di-ikrarksn pada tanggal 28 Oktober 19-
28 jeng intinja menghendakl adanja Kesatuan Indonesis dari SABANG -
hingge WERA .

Eami Geralan Merah Putih Ana.k 'I.'jabs:ng Daerah KPS Sa.mi mohon: Djikg Pe~
+ Adg . Y PENENTU 1 KJAT guna meme

1. Supaja tidak mengganggu pelgksangan Pembangunan Iima Tahun jang sudah
dimulai pada bulan April 1969, termasuk pembangunan di Daergh Irien -
Barat.

2, Kami Gergkan Merzh Putih Anak Tjzbang Daerah KPS Sarmi mohon agar Pe-
nentyan Pendapat Rakjat dilaksengksn sebelum tanggal 17 Agustus 1969-
_sehingga peringatan hari Proklamasi jang ke XXIV dilgkukan dalem Bsua-—
sang pembangunan jang depat mentjerminkan adanjs kesatuan den persatu

an seluruh lgpisgn masjarakat Indonesia dari SABANG hingga MERAUKE.

3. Kami Gerakan Merah Putih Angk Rjabang Daersh KPS Sarmi senantigsa si-
ap sedia divelakang Pemerintah untuk mensukseskan semus usagha Pemerin
tah, terutama dibidang keamangn dan Pembangungn,

Demikianlah pernjataan darl kami GERAKAN MERAH PUTTH AWAEK TJABANG DAERAH
KPS SARMI 4i SARMI TRTIAN BARAT,

Sermi, 7 April 1969

A.N. GERAFAN MERAH PUTIH ANAK TJABANG
DAERAH KPS SARMI.=-

Penulis.

Jozef Lodowik Saumen

Pernyataan Gerakan Merah Putih anak cabang daerah KPS
Sarmi, Irian Barat, 7 April 1969, yang menyatakan bahwa
PEPERA tidak diperlukan, sebab pada kenyataannya Irian
Barat adalah bagian dari RI. Seluruh anggota gerakan ini juga
menyatakan bahwa mereka ada di belakang pemerintah Rl
dalam membangun Irian Barat.
Sekretariat Kabinet No. 113 A
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Jthe. Bnpank Presiden
Republik Indonesia

di

DJAKARTA.~

Hoa I.Ba 1/2/48.-~ Tanggnl: 15 Djuli 1969.- Lompiran:

Perikol: Lapo laporon Soud n Nenteri Dnlam

Disamponikon dengan hormatr kepadan Bapnk, laporan-ilnporan
Soudara Menteri Dnlnm Megeri sebngnil perikut:

NR ¢ NOTA KILAT/69 +tk
TGL 0714 PEPERA TELAH DILAKSANAKAN DG SUESES SETJARA AKLAWASI
DI MERAUKE TTK
PD DJAM 12.37 SIDANG TELAH LAMBYIY. KEPUTUSAN BULAT SEE: ATAS
HAMA RAKJAT EABUPATEN MERAUKE NENJATAKAN DG SUARA BULAT DAE
SEMANGAT
1. IRIAR AT NERUPAEAY BAGIAN MU
INDONESIA TTK
NEGARA KESATUAN IWNDONESIA

TTK
SEMANGAT ANGGOTAS DMP DAN MASSA RAKJAT MELUAP-IUAP
MOHCH DOA RESTU AGAR DIDAERAH LATYN DJUGA DITJARAI KEMENANGAN
JG SAMA TTK
UMP MENDAGRI KIRIM ©TPK (X)

: T-005/1B/DIRIB/6¢ 071469 MENURUT BZERITA DARI WAAS-1 KASDAM
17 DARI NERAUEE TELAH SIDANG DMF DI MERAUKE TELAH SEILESAI TGL
14-T-69 Dk N HASILZ SSB:
ALA. DJUMLAE PEMBITJARA 20 CRANG SEMUA MENGHEENDAKI rEX
BB. DENGAN SUARA BULAT SELURUH ANGGOTA DMP KAB. MERAUKE MENGHENDAKI
DAY MEMILIKI PEKERITTAH R.I. AF NEVDAGRI KIRIM
TTK HABIS

Laporan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Juli 1969 tentang
pelaksanaan PEPERA tanggal 14 Juli di Merauke. Hasil
PEPERA menyatakan bahwa rakyat Merauke menyatakan
bahwa mereka adalah bagian dari Indonesia.
Sekretariat Kabinet No. 113 B
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OF THE

INDONESIAN YOUTH COORDINATION :
JOINT SECRETARIAT OF THE FUNCTIONAL GwoOUis

PRESIDIUM KORDINASL PEMUDA

SEKRETARIAT BERSAMA GOLONGAN KARYA PUSAT

ANGGO . AYT EMBERS:

Pemuda Peladjar
(LPPL) Pan-

1. lkatan
Indanesia
tjesila.

Gershan Siswa (GENSI
KOSGORD,

Polosor Pemuda Progresif
Indonesia (P.3.1.).

Gerslcan Pemuda
1G.P5.)

Seaialis

. Musjawarah Kekeluargaan
Mahasiswa Indoncsia
(M KMIL)

. Himruran Mahasiswa Islam
(HM.1.)

. Pemuda Peladiar 43
P 45)

. Maohnsiswa Demolrat Indo
nesia (MD.L)

. Pemuda Demcfirat Indone
sia (P.D.1.)

. Peleljar Demokeat Indone-
sla (FELDI)

. Peladiar
PLL)

I='am Indonesi:
2. Persatven Pemuda Ummat
Islam (P.P.U.L}Y

Palono=s Mahoasiswa Sosialit
Inddonsia (PELMASD.

Geralian Mahasiswa Sosia-
B (GEN3O3).

Angatea Mueda
Ladonesia (AMILL)

Hirdu

3. Geralran Mahasizwz
(GEMA) KOSGORO.

Pr'cmor Peledar Sosialis
Indoresia (PELPASD).

- Musiawarah Peladiar Indo-
nesia (MPIL)

Pemuda KOSGORO
r PFMUDA MEKGR.
G.P. AMPERA
PFARRT
D, Gerakan Mehasiswa
{GEMA) 45,

. CORPS Pisre Tendean

Sekrefariat Pusat - Djalan Taman Pedjambor 3D/20 Teip. 49735, 1420) Djokarts
Sekreturist Departemen®: Djalan Menteng Raja 31 Pav. Djakarta

Nomor:

STATEMEN PRESIDIUM KOORDINASI PEMUDA

SEKBER GOLKAR PUSAT MENGENAI PEPERA
DI IRIAN BARAT

Presidium Koordinasi Pemuda Sekber Golkar mengambat gembira
hasil2 keputusan Dewan Musjawarah BEPERA, Merauke jang dengan pe-
nuh rasz tanggung djawab telah memilih Republik Indonesia sebagai
daerah jang tak terpisahkan dari Negara kesatuan tanpa menghilang-
kan hak-2 demokrasinja.

Terutama sekali kepada rekan2 Pemuda2 Irian Barat baik jang
tergabung dalam Koordinasi Pemuda Sekber Golkar maupun tidak, jang
masih tetap memegang teguh djiwa semangat "Sumpah Pemuda" 28 Okto-
ber 1928 jang ber-Negara satu, ber-Bangsa satu dan ber-Bahasa satu

jaitu Indonesia.

Presidium Koordinasi Pemuda Sekber Golkar atas nama rekan-2
Pemude2 jang tergabung dalam Koordinasi Pemuda Sekber Golkar di -
Daerah-2 lain wilajah Irian Barat Republik Indonesia menjgutjapkan

selamat.

Achirnja tak lupa kami memandjatkan doa agar kabupaten2 laip=-

nja djuga mengambil keputusan jang serupa.

Djakarta, 17 Djuli 1969

DIUM KOORDINASI PEMUDA
GOLONGAN KARYA PUSAT

NAYBORHU

(i;;'/}‘ﬁbt‘ﬂaf_zi ;{Ei;é) i

-/é’(‘/é-(.q_g (jl%—f a2 r\’,/(;,(,..__‘

Pada tanggal 17 Juli 1969 Presidium Kordinasi Pemuda-
Sekretariat Bersama Golongan Karya Pusat mengeluarkan
pernyataan bahwa mereka memberikan dukungan kepada

Dewan PEPERA Merauke yang telah memilih Irian Barat

sebagai daerah yang tidak terpisahkan dari NKRI.

Citra Papua dalam Arsip
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Laporan Departemen Dalam Negeri tanggal 24 Juli 1969
tentang pelaksanaan PEPERA di Kabupaten Fak-Fak. Rakyat
Fak-Fak memutuskan, melalui PEPERA tersebut, untuk
bergabung dengan Indonesia.

Sekretariat Kabinet No. 113 B
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Laporan Departemen Dalam Negeri tanggal 27 Juli 1969
tentang pelaksanaan PEPERA di Sorong. Hasil sidang
musyawarah PEPERA Sorong memutuskan bahwa
rakyat Sorong adalah bagian dari Republik Indonesia.
Sekretariat Kabinet No. 113 B
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Laporan pelaksanaan PEPERA di Manokwari tanggal
29 Juli 1969. Melalui PEPERA tersebut rakyat Manokwari
memutuskan untuk tetap berada dalam Negara RI.
Sekretariat Kabinet No. 113 B

=
KEPADA JTH.
BAPAK PHESIDEN HEFUBLIK INDOHESIA.
DI
DJAEKEART
Nomor : IB 1/4/49 .- Tanggal, 2 Agustus 1969. lampiran ¢ —,—
Perihal : Lapoeran .-
Borsama ini disampaiken laporan Saudera Menteri Dalam Negeri

3.30 WIB mengenal pelaksanaan PEFSRA di

« SEEAII MERDEKA

GC.

DENGAN TERTIB LANTJAR BERSEMANCAT
Lotlre

SPONTAN DLRIBASA JANG BERDJEDJAL

DD. TCL 0805 DPRDGR AKAN
IASAN KAMI DAN UNTUK

EE. TERIMA KASIH ATAS
DITATN TAIN

UME TTK

Demildanlah untuk dimaklumi oleh Bapak.—

Laporan Menteri Dalam Negeri Rl mengenai pelaksanaan
PEPERA di Kabupaten Jayapura pada tanggal
2 Agustus 1969. Sebagian rakyat Jayapura memilih untuk
tetap bergabung dengan RI.
Sekretariat Kabinet No. 113 A
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Eppnder K EEADAPAN YTH,
7  BaPAX PHESTDEN DAN BAPAX WAKTL PRESIDEN

Srr/ x4
“ 4/’:331-‘1}!1.11{ INDONESTIA,

di1i- J A E A R T A

Jakarta, 7 Maret 1979

Bapak Presidem dan Hapak Walil Presiden Yang kami hormati,

Pericenankanlah lamd : KAWAN-EAWAN-SEPTA-SEFERJUANGAN alamarbmm Sdr. SILAS PAPARE,
a.n, selurubh Ralyat Irian Jays serta a.n, Keluargs Almarhum Sdr. 3ilas Papare dan
an, PRI BADI almariom Sdr, Silas » datang kehadap Bapak Presiden
kami sangat bormati dan hargai scays dengan rendah
taran J h almark
dan
Presiden dan

ITbupertiwi untuic P dan p lemmad

mm,mtjwjmmmmhnmmt

selamn masa p et terhad Musa dan Bangsa dalam merintis dan memgkoor-

ﬁnhpu;mmmﬂqntMmenmhkmmeMdem-
dan i k didalam

tal penjajahan Sikolonial Belands ™ 1 e keal
Pangicoan Ibuparti dengan pearinciannyn sebagai berikut:
1. Untuk Pesswat Terbang: GARUDA P.P. orang: 10 X Bp 350.000,~=Rp Be580.000,—

2, Hiaya lain-lainnyn
”

.

S S st 3

l.ﬁga, . _J-]-'.?‘"H ¥ Sdr, Silas Papare pelams disemaymmican
Rl T Sl St e st vy Sine: Fegane Sum
-1 {S’i—lmf“: g:::.l'*ummt untelk 6 (emam) orang Kel Texdekat Sdr, Al -
surei ey mh;.;:ihglui?m

Kami: KAWAN-SETTA-SEFERJUANGAN sebagal
diri dibelakang Almerhum Sdr. Silas Papare

dan dan
terhadapnys sobagai HAPA PERINIS PERJUANGAN PEMEEGASAN IRTAM JAYA DART TANGAN

—;. : / f‘ (_ :_/r':/q z

Surat Kapten M.R. Wanggai, tentang biaya pemakaman jenazah
Silas Parere, tokoh perintis perjuangan pengembalian
Irian Barat, 7 Maret 1979.

SETWAPRES Adam Malik no.912

70
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Laporan tentang penduduk di Kaimani, pantai barat daya
Nieuw Guinea, 1858.
Ambon no.1537
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Daftar dari mereka yang kembali ke kamp tawanan di Tanah
Merah beserta anggota keluarganya pada tanggal
19 Februari 1933
Boven Digoel no. 295
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Ggare see 81/

/
GEZANTSCHAP DER NERERLANBEN
RAMGE 0 28 Jund 1949, /

Ik heb de eer Ulooghdellestrenge wede to delen dat sedert medioc Mei j.14
oen vomotijds geschreven, getikte, dan wel gestencilds circulaire, wearin
plan voor emdgretie van "Burasians” nnsir Nedorlands Hieuw Guinea werd uit-
cangenet, hier ter stede on in deo voorstedsn van Rangoon werd verspreid.

Naar asnleiding hiervan hebban mich een dertigtal Anglo-Birmnnen, waay-
ondar enige werktuighundigan van do in Bipwa opereorende sard oliemnatschap
"Burmah 011 Compuny", woor inlichtingen tet dit Gemmntschap gewend, terdljl
a\r&na?m ean versoek om inlichtingen werd ontvangsn van de "Anglo-Burman
Union".

In onafhankeli)k Birms is or voor dese klasse van personen alp gewolg
van de gelaldelijk doorgevoerde Birmmmisatie van bodrijven, goen dan wel sen
seer poringe mogelljkheid om een verantwoordelijke en derhalve goodbetaslde
functle te bekleden, tenszij =ij het Birmaans staatsburgerschap sannemen.,

Ufeschoon ml] dit lasiste veor het merendeel niet wensen, sullen velan
hunner sulks in de nabije toekomst wel noodgedwongen moeten doen, indien mdj
in verband met de bestuande strenge Uritee paspoortbepalingsn niet in stast
sullen sijn esn Brite paspoort te verkrijgen.

Voles Anglo-Birmanen sijn dorhalve bereid elke gelegenheid, om buiten
Birma con bestaan to bogimnen wearbi)] =4j in eigen behoeften kunnen voorsion,
ann te grijpen, ook al sou dit manvenielijk minder inkomen beotelnen dan 21)
thans gonieten.

Aangesien ter kanselarij van het Cesantschap geen gegevens betreffende
snigratie naar Nieuw Guines aanwesig sijn, moge ik U verscelten mij weol te
willen mededelen wat ten Uwent tersalke bekend is, teoneinde mij in staat te
stellan gegedigden, vooral indien de mogolijkheid van hun vestiging in Hieuw
Uuinsa bopanldelijk uitgesloten mocht =ijn, spoedigst in te lichtan,

Vourlopig is volstaan met hen meds te delen dat thans nog geen besluiten
ontrent smigratie nasr lilouw Ouinea sullen loumen wordsen genomen, daar
dessolfs positie eerst op de, naar men verwacht op 1 Augustus a&.s. ann te
vangen, lionde Tafel Conferentle sal wordem bopaald. Verder word erop gewanen
jat de lovenswvoorwsarden aldesr noar hot vooriomt in de eirculaire wol wat al
te gunstig werdsn voorgesteld.

kan afschrift van de circulsire en oen voorlopige 1lijst met enige
Eegevens ontrent de xich geneld hobbende gegadigdem worden UHoogidelGestrangs
hisrnmevens aangeboden.

Do Tijdelijk Zaakgelastigds,

Do Chef Directie Varre Costen ( J. 6. van Beusekom )
van het Minlsterie van Buitenlandss Zakean
ki -

e.e. Ministerie van Buitenlandse Zaken te 's-lravemhage.

Surat dari Kementrian Luar Negeri-Direksi Urusan Timur Jauh
(Ministerie van Buitenlandse Zaken — Directie Verre Oosten)
kepada Sekretaris Negara (Algemeene Secretarie) tentang
rencana emigrasi orang-orang Eurasia ke Nederlands Nieuw
Guinea, 15 Juli 1949.

Algemeene Secretarie no.1053
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Kesepakatan dari Komisi Gabungan Nieuw-Guinea mengenai
pengembalian para pegawai pemerintah yang berasal dari Irian,
29 Maret 1950.

Delegasi Indonesia no.1507
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Op=n brief aan de Voorloplge
| Federale Regering wvan

Ir, F,E, Eyken nopsns

transmigratie naar Nieuw-

Guinea,

Bij 2ijn met een bijlage hiernevensgaand, tot
< de Voorloplge Feﬂeralg Regering gericht bagaluidendi
. . schrijven van 30 Maart j.l.gheeft de reserve~kapitein
7 M f bt der Iafenterig, Ir, F.E. Eyfzen, aangeboden:

a, een open brief (in 20=-voud), gedagtekend 28 Januari
1948, gericht aan de veormalige Voorlopige Federale
Raad;

b. een open brief (in enkelvoud), gedagtekend 28 Maart
1948, gericht aan de Voorlopige Federale Hegering.

De brief sub a. heeft - to cut a long story
short - voornamelijk het oog op de transmigratie van
Indische Nederlanders naar Nieuw-Guinea en de vestiging
van volksplantingen van die bevolkingsgroep aldasr, Het
kernpunt van betrokkene's betoog 1s gelegen in punt 20
juneto punt 43 van zijn brief, waarin hij de Voorlopige
Federale Raad suggereert adhaesie te betulgen aan de
verklaring van de Minister van Overzecese Gebiedsdelen,
afgelegd op 10 December 1946 in de Tweede Kamer, dat
aan Nieuw-Guinea een bijzondere status behoort te worde
toegekend ten behoeve van het stichten van Nederlandse
volksplantingen op dat eiland,

In punt 44 van zijn hierboven sub b. vermelde
brief draagt Ir. Eyken deze suggestie over aan de
Voorlopige Federale Regering. Daarowmheen spint hi] een |
langdradig en weinig zakelijk betoog, bevattende critie
op het hier te lande tot dusverre gevoerde Regeringshs
leid, hetwelk adressant als ondemocratlisch en Intmide-
rend gqualificeert, terwijl hij dit beleid tevens gebrek
aan verbeeldingskracht toeschrijft. Voorts maakt hij
- om een enkele greep te doan = propaganda voor een in-
tensieve toepassing hier te lande van de wetenschap voo
doelmatige arbeidscrganisatie, zomede instelling van
ean organisatie-adviesdienst, een meer in detall treden
de overheidspublieciteitsdienst en een goederenverkeer=
advies-dienst.

De slotparagrafen van Ir. Eyken's beschouwingen
bevatten een aanval op de rede van Pangeran Kartanegara,
gehouden bij de installatie van de Voorlopige Federale
Regering, 1n welke rede rekestrant twljfel meent te he-
speuren Een aanzien van de goede wil van de Nederlanders
hier te lande om de beslissingen van de Overheld te aan
vaarden, Deze "ultdeglng" wenst betrokkene als goed zo
van het FNederlandse volk met een gerust hart te accepte
ren.

Aan een en ander knoopt hij tenslotte nog vast
een advies om ook de voormannen der Verenigde Politileke
Partijen in te schakelen bi] het overleg omtrent de
ontwikkeling van de Federatie.

Surat dari Ir. F.E Eyken kepada Pemerintah Federal Sementara
tentang transmigrasi ke Nieuw Guinea, 28 April 1974.
Algemeene Secretarie no.1052
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Perempuan Nieuw Guinea pada acara peresmian sekolah
di Wambi, 1923.
KIT no.995/34

Citra Papua dalam Arsip
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Surat Kepala Distrik Tanah Tinggi kepada Asisten Residen Tanah
Merah tentang sekolah-sekolah di Tanah Merah,
16 Oktober 1929.
Boven Digoel no.311
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Boven Digoel no.317

Daftar murid dan pengajar di Tanah Merah,1939.
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Kegiatan belajar di sekolah, Enarotali, tt.
KIT no.1001/73
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Guru dan anak-anak sekolah di Tanah Merah,tt.
NIGIS no.14-8/A6760
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KESEHATAN
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Juru kesehatan tradisional dari Nieuw Guinea Selatan, 1951.
KIT no.998/38
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Kapal Rumah Sakit “Temboeni” di Nieuw Guinea. 1953.
KIT no.1032/73
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i
FREEPORT __~

FREEPORT INDONESIA, INCORPORATED + NUSANTARA BUILDING, JL. THAMRIN 59, JAKARTA
A SUBSIDIARY OF FREEPORT MINERALS COMPANY

MAILING ADDRESS TELEPHONES
P.0. BOX 3148 IB4621, ISETI, IEEIN
JAKANTA — INDONESIA 366N, IECANL. ILOEN
TELEX | 44418 EXTENSIONS ¢ 43080 - 4388
CABLE : FREEIND

No. lo8/19C/79 Jakarta, 1 Februari 1979

Kepada Yang Terhormat

Bapak A. Alatas SH
Sekretaris Wakil Presiden RI
Jakarta

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan salinan surat kami kepada Bapak
Wakil Presiden RI tertanggal 29 Januari 1979 No. 91/19C/72 dengan per—
mohonan akan perhatian Bapak atas isi surat tersebut.

Kami sadar akan banyaknya persocalan yang dihadapil Bapak
Wakil Fresiden.

Namun demikian, kami harap sudilah kiranya Bapak mchon
perhatian Bapak Wakil Presiden atas surat kami tersebut supaya beliau
dapat mengetahui fakta yang benar mengenail perlakuan Freeport
Indonesia (FI) terhadap penduduk asli sekitar Daerah Kerja FI.

Atas perhatian serta bantuan Bapak, kami ucapkan
banyak terimakasih.

Hormat kami,

Freeport Indonesia, Incorporated
i 9

i { () 44l 851

WG 1o it L

Ali Budiardjo

President dan Director

Surat Ali Budiarjo (Presiden Direktur PT. Freeport) tentang
pelayanan kesehatan kepada penduduk asli sekitar daerah kerja
Freeport Indonesia, 1 Februari-5 Maret 1979.
SETWAPRES Adam Malik no.797
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. =Afachrift van afschrift-
EATHOLIEKE MISSIE HOLLANDIA

HOLLANDIA, 2 November 19%8.-

Aan:
de Resident van Nieuw-Guinea te HOLLANDIA.=

Naar ssnleiding van Uw schrijven ddo.26 October il.heb ik de
eer het volgende ter kennis van UHoogEdelGestrenge te brengen.

Met begrijpelijke verbazing heb ik kennis genomen van Uw me-
dedeling "dat de Staatssecrotaris van Binnenlandss Zaken voorshands be-
zwanr maakt tegen toelating van de R.K.Missie in het Wisselmeren-gebled
in verband met mogelijke consequentles van de werkzaamheid van R.K. en
Protestantse corporaties nanst elkaar."

Immers, al ware er in het verleden nog geen sprake Eeweest
van Missiesctiviteit in het gebied der Wisselmeren, en al zou de Missie
perst thans voor het errst dasr haar werkzasmheid willen sanvangen,ock
dan gou zich de vraag opdringen: is dit weren der Katholioke Missie
uit een bepaald gebled ter wille van een ander kerkgenocotschap niet on-
miskenbaar in strijd met wat de Regering zich tot plicht rekent, name=-
11jk, ten opzichte van alle godsdienstige aangelegenheden een volstrekt
onpartijdig standpunt in te nemen? Het zal toch de Stantssecretarlis ze-
ker bekend zijn, dst de Regering reeds in 1929 erkend heeft dat haar
vroeger standpunt in zake "dubbele Zending" nlet te handhaven is, endat
£1) zich dientsngevolge a priori tegen dubbele zending niet verzetten
kan, tenzi) orde en rust daardoor zouden worden verstoords

Het is UHED bekend hoe de Missionaris van de Wisselmeren asan=
stonds na het sinde van de corlog plannen maaskte terug te keren naar
zijn Missiepost. Dat dit niet gebeurd is, is slechts het gevolg van het
feit dat de toegang tot de Wisselmeren veiligheidshalve door UHEG ver
den werd, bij welke beschikking de Missie zich neerlegde. Hangende dit
verbod zl;n echter de Amerikaanse Zendelingen bulten Uw weten en tegen
Uw bedoeling wel teruggekeerd. Is het daarom niet bevrremdend te nosmen
dat thans aan NEDERLANDSE Missionarissen, die zich volkomen san Uw be-
stuursbeleid conformeerden, de terugkeer nsar de Wisselmeren gewelgerd
wordt er wille van AHEHIxAhSE Zendelingen, die hun weg daarheen vonden
op de boven beschreven wijre?

Wat echter bij dege belesmering der Missie om wille van ande-
ren UHEG ongetwijfeld het meest sal getroffen he'ben, i= do omstandig-
heid dat niet die anderen maar juist de Missie de onénts brieven heeft
op de Wisselmeren. Dit feit is UHED wel bekend, Immers het was UHEG zel
die men het Hoofd van een expeditie in 1938 voor het ecrat het gebled
der Wi=-elmeren binnentrok.

Pastoor Tillemans trok toen met U mee, en dit gebeurde nog wel op uit-
drnkk:-fnjk vrrlangen van de toenmalige Resident Jansen.Van aanwezighel
der Aseriksanse Zending was toen nog geen sprakej dis 1= pas later op
het toneel verschenen.Pastoor Tillemans is venaf dat begin op de Wissel:
Beren

Citra Papua dalam Arsip

Surat dari Missie Katolik Hollandia kepada Residen Nieuw-
Guinea mengenai larangan ijin bagi missi Katolik ke wilayah
Wisselweren, 2 November 1948.

Algemeene Secretarie no.748
T Raeenes
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Rumah dinas untuk pastur di Merauke, tt.
KIT no.995/30
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BANGUNAN
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Rumah Papua dan pemuda Papua, 1903.
KIT no.70/14
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Rumah Panggung Papua, 1903.
KIT no.70/22
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Gedung Dewan Papua di Kotabaru yang belum selesai
dibangun, 17 Oktober 1962.
KEMPEN 62-9165
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Stasiun radio di pengasingan Boven Digoel,tt.
KIT no.322/2
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Jalan masuk kamp militer di Tanah Merah,tt.
KIT no.322/6
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Pembukaan Gereja Portugis di Kota Nica,tt.
KIT no.335/20
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Kantor pos di Merauke,tt.
KIT no.1060/54
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Rumah pejabat di Tanah Merah, Boven Digoel,tt.
KIT no.1060/58
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Rumah-rumah di pulau Saba dan Biak dibangun di atas air.
NIGIS no.14-16-20/A10711
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Stasiun radio di Merauke.
NIGIS no.14-5-269/L10-6-8

Citra Papua dalam Arsip 100



KEBUDAYAAN
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Pemuda Papua yang akan membakar kayu dengan
menggunakan batu sebagai pematik. 1903.
KIT no.70/2
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Pemuda Papua dengan alat panah tradisional, 1903.
KIT no.77/50
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Potret sebuah keluarga Papua di tahun 1905
KIT no.71/28
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Pakaian wanita Papua, 1907.
KIT no.70/4
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Orang Papua dari bagian Selatan,1926.
KIT no.48/34

_

Citra Papua dalam Arsip

106



Tarian rakyat Waropen yang ditarikan di Hollandia,
Nieuw Guenia,1955.
KIT no.1010/73
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Ikan sepanjang 2 (dua) meter di Danau Sentani,
Desa Jaka Sentani, 1962.
KIT no. 1044/62
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Pipa rokok dari pegunungan, tt.
KIT no.592/22
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Pelaksanaan upacara pernikahan,tt.
KIT no.996/18

Citra Papua dalam Arsip

110



Perisai orang Papua,tt .
KIT no.996/22
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Korps musik pada sebuah Sekolah Guru,tt.
KIT no.996/78
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Wanita Papua dengan baju pengantin,tt.
KIT no.1007/16
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Lelaki Papua dengan tulang burung di antara hidungnya,tt.
KIT no.1012/54
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PEREKONOMIAN
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Keputusan Gubernur Maluku mengenai perubahan anggaran
dari wilayah kesatuan Ternate, Tidore, dan Batjan, dalam mana
termasuk Nieuw-Guinea, 19 Desember 1932.
Binnenlandsbestuur no.1311
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Gudang penyimpanan barang di Sorong, 1953.
KIT no.1002/34
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H.H.ARNWLD, Jr
A0E LEXINGTON AVENUE
NEW YORK I7, N. Y.

October 11, 1961

H.E. Prof. Dr. Mohammed Yamin
Room 420

Plaza Hotel

Fifth Avenue and 59th Street
New York, New York

Dear Dr. Yamin:

Enclosed herewith are the documents I mentioned to
you this afternoon. They consist of (in chronological
order) :

1) Summary of Caltex Pacific's memorandum to the
Indonesian CGovernment, delivered to Minister
Chaerul Saleh on 5 December 1960, and to
Dr. Djuanda and Dr. Leimena on 9 December 1960,

Letter to Dr. Leimena from myself, dated
2 May 1960.

Caltex Pacific's draft Contract of Work and
Implementing Agreement submitted to Minister
Chaerul Saleh and Dr. Ibnu Sutowo on

19 July 1961,

Indonesian Govermnment's Draft Regulation in
Lieu of Law and Draft Contract of Work handed
to Caltex Pacific on 22 August 1961.

Chart showing comparison of Caltex Pacifiec's

19 July 1961 drafts, Government's 22 August 1961
drafts, and Covermment's ultimatum of

27 August 1961 which suspended the discussions.

Surat dari H.H. Arnold, Jr. kepada M. Yamin tentang penyampaian
kontrak kerja dan hasil pembicaraan dengan pemerintah
Indonesia mengenai usaha pertambangan minyak Caltex,

11 Oktober 1961.
M. Yamin no.345.
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Amanat Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi
Ekonomi tentang garis-garis besar pimpinan ekonomi nasional tahun
1962 menjelang pembebasan Irian Barat,Mei 1962.

M. Yamin no.823.
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FREEPORT

» NUSANTARA BUILDING, JL. THAMRIN 59, JAKARTA

FREEPORT INDONESIA, INCORPORATED

A SUBSIDIARY OF FREEFORT MINERALS COMPANY

MAILING ADDRESS: TELEPHOMES £
PO, BOX 3148 B4521, 661N, BEIN
JAKARTA - INDONESIA 50311, 56411, 6851
TELEX: 4415 EXTENTIONS : 3200, 3201
CABLE; FREEIND

Surat dari pimpinan PT Freeport tentang pembangunan
masyarakat sekitar daerah penambangan, 6 Agustus 1974.
Asisten SEKNEG Urusan Khusus (ASSUS) no.130.
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Pusat minyak Noord Nieuw Guinea Petroleum Maatschappif
di Sorong, tt.
KIT no.1060/48
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Lelaki Papua menangkap ikan dengan menggunakan peralatan
tradisional,tt.
KIT no.1043/18
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Tas tradisional wanita Papua, tt.
KIT no.1058/32

Citra Papua dalam Arsip 123



TRANSPORTASI
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Aan het Hoofd vun het Bureau Luch’
Departement van Ve.&.W.

HoogBdelGestrenge Heer,

hebben de eer U tdg
No.588 LP dd. Wovamber j.l. aan
der N.V. Federlandsche Nieuw Guined
Weltevreden en deelen U hierdoor by

Over eesnigen tijd zal
roed moaten worden, waartod
zal m Do reis Seroel - Babo
zoodat de Heer Koppen geruimen tijd
heden zal worden onttrokken.

De helft van dezen t&h
dien de Heer Koppen w11
tijds op Jefman geschied is.

Wi} zouden het daarom
indien U ermeda accoord soudt g:-n
stond na goedkeuring door den Heer
terrein zou lumnen worden beschouwd

Terwijl wij U voor TN

beleefd dﬂﬂhl{g!ll zien Tw anty
aw:oﬂ-. opdi vli den Le der
fisch hiervan in kemnis kunnen ste

Persetujuan pembangunan landasan pesawat terbang di Serui
beserta skets dan foto, 28 Januari 1936.
BOW no.72.
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Penduduk gotong-royong membangun jalan baru
di Nimboran,1951.
KIT no.1031/18
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Kedatangan Dakota di lapangan terbang Kaimana, 1957.
KIT no.1036/68
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Dua gerobak pendek yang ditarik oleh sapi dua ekor di pasar
Merauke,tt.
NIGIS no.14-5-104/L8-30-120
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DAFTAR ARSIP
YANG DISERAHKAN
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GEOGRAFI PAPUA

1. Peta Nieuw Guinea tahun 1912.
M. Yamin no.1031
2. 3 lembar
2. Salinan Surat Salinan Surat Perintah Gubernur Jendral H.B. De
Graeff tanggal 15 April 1927 tentang orang-orang hukuman
yang harus dikirim ke Boven Digoel.
Boven Digoel no.84
3 lembar
3. Peta Boven Digoel, 1929.
Boven Digoel no.88
2 lembar
4. Salinan dari buku harian asisten pemerintah di Moeting
selama bulan September 1935.
Boven Digoel no.86
5 lembar
5. Peta kamp tahanan Tanah Merah.
Boven Digoel no.89
5 lembar
6. Detail peta dari Dutch New Guinea, 1944-1945.
NIGIS/RVD B2170
1 lembar
PEMERINTAHAN

7. Salinan Memorie Serah Terima Jabatan Kepala onderafdeling
Merauke, 13 Maret 1953.
Boven Digoel no.50
1 lembar
8. Konsep Rancangan UU tentang pembentukan Daerah Otonom
Provinsi Irian Barat
Risalah DPR no.908
5 lembar
9. Risalah rapat DPR mengenai keterangan Pemerintah tentang
persoalan Irian Barat dalam rangka kelanjutan komando
Paduka Yang Mulia Presiden Panglima Tertinggi Angkatan
Perang, 19 Desember 1961.
Risalah DPR no.657
44 lembar
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10. Wakil Perdana Menteri Pertama/ Menteri Luar Negeri Dr.
Subandrio melantik Gubernur Irian Barat E.J. Bonay di
Kotabaru Irian Barat, 1 Mei 1963.

Deppen no.63-4495
1 lembar
POLITIK

11. Daftar orang-orang yang dikirim ke Boven Digoel dari
Semarang yang diangkut dengan kapal H.M Kruisser “Java”,
12 Maret 1927.
Boven Digoel no.200
4 lembar
12. Salinan Surat Perintah Gubernur Jendral H.B. De Graeff
tanggal 15 April 1927 tentang orang-orang hukuman yang
harus dikirim ke Boven Digoel.
Boven Digoel no.1
3 lembar
13. Daftar orang-orang yang dibebaskan dari kamp Boven Digoel
bersama keluarganya (termasuk Bung Hatta, Sutan Syahrir,
dan Bondan).
Boven Digoel n0.102
2 lembar
14. Laporan dari W.P. Hillen, anggota Raad van Indie tentang
kondisi kamp tawanan Boven Digoel, 1930.
Binnenlandsbestuur no.1308
37 lembar
15. Tugas-tugas yang harus dikerjakan para penghuni kamp
tawanan di Boven Digoel, dicatat dalam buku harian
pengawas, tanggal 23 Agustus 1934.
Boven Digoel no.210
106 lembar
16. Usul untuk memberikan tanda penghargaan kepada van
Heerden, seorang telegrafis radio yang terus bekerja selama
pemboman di Sorong berlangsung, Januari 1942.
Binnenlandsbestuur no.4195
2 lembar
17. Laporan Partai Kemerdekaan Indonesia Irian (PKIl) kepada
pimpinan BPl Jogjakarta tentang keadaan Irian setelah
Konferensi Meja Bundar (KMB), 10 Januari-6 Februari 1950.
Delegasi Indonesia n0.1494
19 lembar
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Transkrip pidato penjelasan Mr.M. Yamin tentang mosi Irian
pada Sidang Umum Parlemen RIS tanggal 11 Maret 1950.
Kabinet Presiden RIS no.151
7 lembar
Tulisan M. Yamin dalam harian Merdeka, “Asia Afrika Tuntut
Irian Barat”, 27 April 1955.
M. Yamin no.646
4 lembar
Hasil kesepakatan di New York bulan Agustus 1962 antara
pemerintah Indonesia dan Belanda yang disaksikan PBB
memberikan pengakuan bahwa Irian Barat merupakan
bagian dari RI
Sekretariat Negara Republik Indonesia,
30 Tahun Indonesia Merdeka
1 lembar
Pidato Presiden Soekarno pada Rapat Raksasa di Lapangan
Merdeka untuk menyambut masuknya Irian Barat ke dalam
wilayah kekuasaan RI, 1 Mei 1963.
Pidato Presiden no. 487
5 lembar
Rakyat Kotabaru, Irian Barat, menyambut kunjungan Presiden
Soekarno sebagai bentuk penerimaan rakyat terhadap
realisasi pemerintahan Rl di Irian Barat, 4 Mei 1963.
KEMPEN no.63-509
1 lembar
Pertimbangan dari KODAM  VII /  Tjendrawasih
bulan November 1966 tentang potensi kota Sorong untuk
dijadikan ibukota Provinsi Irian Barat.
Sekretariat Kabinet No. 113 C
14 lembar
Laporan perjalanan anggota MPRS A.B. Kahubuy ke
Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong pada tanggal
27 April-27 Mei 1968.
Sekretariat Kabinet No. 113 B
36 lembar
Peta Situasi “Gerombolan Mandatjan” dan kedudukan
Pasukan Operasi Sadar pada awal bulan Desember 1968.
Sekretariat Kabinet No. 113 C
14 lembar
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

Pernyataan kebulatan tekad para kepala suku/adat/kampung
daerah Kampung Masui, Kalikodok, Sibera, Irai dan Kampung
Manimeri, Distrik Bintani, KPS. Bintani, Kabupaten Manokwari,
Provinsi Irian Barat, untuk tetap bersatu sebagai Bangsa
Indonesia, 1 Pebruari 1969.
SEKKAB no. 113 C
5 lembar
Pernyataan warga Suku Arfak tanggal 12 Februari 1969 yang
mendukung penyatuan Irian Barat ke dalam wilayah RI.
Sekretariat Kabinet No. 113 C
14 lembar
Kebulatan tekad para kepala kampong, kepala suku, dan
tokoh masyarakat Ransiki pada tanggal 8 Maret 1969. Mereka
menyatakan bahwa pemerintahan yang sah atas Irian Barat
adalah pemerintah RI.
Sekretariat Kabinet No. 113 A
32 lembar
Pernyataan kepala suku/adat dan kepala kampung dari
Saikolof, Kotlol, Menjinsah, dan Djulbatan tanggal 12 Maret
1969 yang menyatakan bahwa mereka adalah bagian yang
tidak terpisahkan dari RI.
Sekretariat Kabinet No. 113 C
14 lembar
Surat pernyataan kebulatan tekad dari anggota Angkatan '45
daerah Kabupaten Manokwari tanggal 15 Maret 1969.
Anggota Angkatan '45 menganggap bahwa Irian Barat adalah
bagian dari Republik Indonesia.
Sekretariat Kabinet No. 113 A
32 lembar
Pada tanggal 17 Maret 1969 Gerakan Islam Muhammadijah
Cabang Pegunungan Jayawijaya mengeluarkan pernyataan
yang isinya mendukung penyatuan Irian Barat ke dalam
wilayah Indonesia.
Sekretariat Kabinet No. 113 C
14 lembar
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

Menghadapi rencana pelaksanaan PEPERA di Irian Barat pada

tanggal 21 Maret 1969 Markas Daerah Legiun Veteran

Provinsi Irian Barat menyatakan bahwa PEPERA tidak perlu

dilaksanakan, sebab Irian Barat sebenarnya adalah bagian
yang sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sekretariat Kabinet No. 113 C

14 lembar

Pernyataan kebulatan tekad Partai Katolik Cabang Jayapura
tanggal 1 April 1969, yang menyatakan bahwa Irian Barat
adalah bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI dan siap
mendukung REPELITA.
Sekretariat Kabinet No. 113 C
14 lembar
Pada tanggal 21 April 1969 organisasi wanita di Ransiki,
Kabupaten Manokwari menyatakan kebulatan tekadnya untuk
bergabung dengan pemerintah RI. Organisasi-organisasi
wanita yang menyatakan kebulatan tekad tersebut adalah:
PERWIB Bhayangkari dan PWK KPS Ransiki.
Sekretariat Kabinet No. 113 A
32 lembar
Kebulatan tekad Persatuan Geredja Kristen KPS — Ransiki,
Kabupaten Manokwari untuk mendukung masuknya Irian
Barat ke dalam wilayah kedaulatan Republik Indonesia,
tanggal 26 April 19609.
Sekretariat Kabinet No. 113 A
32 lembar
Pernyataan Pelajar-pelajar Sekolah Menengah Ekonomi Atas
Negeri Manokwari tanggal 28 April 1969, mengutuk tindakan
oknum-oknum yang mendukung kebijakan “devide et impera”
yang dijalankan kolonialis Belanda.
Sekretariat Kabinet No. 113 B
36 lembar
Kebulatan tekad murid, guru, dan orang tua murid sekolah
menengah di Wasior, yang menyatakan bahwa mereka,
rakyat Irian Barat, adalah bagian dari Republik Indonesia,
tanggal 2 Mei 1969.
Sekretariat Kabinet No. 113 A
32 lembar
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38.

39.

40.

41.

42.

43.

Konperensi Wilayah | Partai N.U. dan ormas-ormasnya di
Jayapura, 15-22 Mei 1969, memutuskan bahwa PEPERA dan
Pembangunan di Irian Barat harus disukseskan.
Sekretariat Kabinet No. 113 B
36 lembar
Pernyataan Gerakan Merah Putih anak cabang daerah KPS
Sarmi, lrian Barat, 7 April 1969, yang menyatakan bahwa
PEPERA tidak diperlukan, sebab pada kenyataannya Irian
Barat adalah bagian dari RI. Seluruh anggota gerakan ini juga
menyatakan bahwa mereka ada di belakang pemerintah RI
dalam membangun Irian Barat.
Sekretariat Kabinet No. 113 A
32 lembar
Laporan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Juli 1969 tentang
pelaksanaan PEPERA tanggal 14 Juli di Merauke. Hasil
PEPERA menyatakan bahwa rakyat Merauke menyatakan
bahwa mereka adalah bagian dari Indonesia.
Sekretariat Kabinet No. 113 B
36 lembar
Pada tanggal 17 Juli 1969 Presidium Kordinasi Pemuda-
Sekretariat Bersama Golongan Karya Pusat mengeluarkan
pernyataan bahwa mereka memberikan dukungan kepada
Dewan Musyawarah PEPERA Merauke yang telah memilih
Irian Barat sebagai daerah yang tidak terpisahkan dari NKRI.
Sekretariat Kabinet No. 113 B
36 lembar
Laporan Departemen Dalam Negeri tanggal 24 Juli 1969
tentang pelaksanaan PEPERA di Kabupaten Fak-Fak. Rakyat
Fak-Fak memutuskan, melalui PEPERA tersebut, untuk
bergabung dengan Indonesia.
Sekretariat Kabinet No. 113 B
36 lembar
Laporan Departemen Dalam Negeri tanggal 27 Juli 1969
tentang pelaksanaan PEPERA di Sorong. Hasil siding
musyawarah PEPERA Sorong memutuskan bahwa rakyat
Sorong adalah bagian dari Republik Indonesia.
Sekretariat Kabinet No. 113 B
36 lembar
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44. Laporan pelaksanaan PEPERA di Manokwari tanggal 29 Juli
1969. Melalui PEPERA tersebut rakyat Manokwari memutuskan
untuk tetap berada dalam Negaras RI.

Sekretariat Kabinet No. 113 B
36 lembar

45. Laporan Menteri Dalam Negeri Rl mengenai pelaksanaan
PEPERA di Kabupaten Jayapura pada  tanggal
2 Agustus 1969. Sebagian rakyat Jayapura memilih untuk
tetap bergabung dengan RI.

Sekretariat Kabinet No. 113 A
32 lembar

46. Surat Kapten M.R. Wanggai, tentang biaya pemakaman
jenazah Silas Parere, tokoh perintis perjuangan pengembalian
Irian Barat, 7 Maret 1979.

SETWAPRES Adam Malik no.912
2 lembar

KEPENDUDUKAN

47. Laporan tentang penduduk di Kaimani, pantai barat daya
Nieuw Guinea,1858.

Ambon no.1537

29 lembar

48. Daftar dari mereka yang kembali ke kamp tawanan di Tanah

Merah beserta anggota keluarganya pada tanggal 19 Februari

1933.

Boven Digoel no. 295

9 lembar

49. Surat dari Kementrian Luar Negeri-Direksi Urusan Timur Jauh

(Ministerie van Buitenlandse Zaken — Directie Verre Oosten)

kepada Sekretaris Negara (Algemeene Secretarie) tentang

rencana emigrasi orang-orang Eurasia ke Nederlands Nieuw
Guinea, 15 juli 1949.

Algemeene Secretarie n0.1053

9 lembar

50. Kesepakatan dari Komisi Gabungan Nieuw-Guinea mengenai

pengembalian para pegawai pemerintah yang berasal daro
Irian, 29 Maret 1950.

Delegasi Indonesia n0.1507

5 lembar
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51. Surat dari Ir. F.E Eyken kepada Pemerintah Federal
Sementara tentang transmigrasi ke Neuw Guinea, 28 April
1974.

Algemeene Secretarie n0.1052
4 lembar

PENDIDIKAN

52. Perempuan Nieuw Guinea pada acara peresmian sekolah di
Wambi,1923.
KIT no.995/34
1 lembar
53. Surat Kepala Distrik Tanah Tinggi kepada Asisten Residen
Tanah Merah tentang sekolah-sekolah di Tanah Merah,
16 Oktober 1929.
Boven Digoel no.311
1 lembar
54. Daftar murid dan pengajar di Tanah Merah,1939.
Boven Digoel no.317
10 lembar
55. Kegiatan belajar di sekolah, Enarotali,tt.
KIT n0.1001/73
1 lembar
56. Guru dan anak-anak sekolah di Tanah Merah,tt.
NIGIS no.14-8/A6760
1 lembar

KESEHATAN

57. Juru kesehatan tradisional dari Meuw Guinea Selatan , 1951.
KIT no.998/38
1 lembar
58. Kapal Rumah Sakit “Temboeni” di Meuw Guinea.1953.
KIT no.1032/73
1 lembar
59. Surat Ali Budiarjo (Presiden Direktur PT. Freeport) tentang
pelayanan kesehatan kepada penduduk asli sekitar daerah
kerja Freeport Indonesia, 1 Februari-5 Maret 1979.
SETWAPRES Adam Malik no.797
7 lembar
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KEAGAMAAN

60.

61.

Surat dari Missie Katolik Hollandia kepada Residen ANeuw

Guinea mengenai larangan ijin bagi missi Katolik ke wilayah
Wisselweren, 2 November 1948.

Algemeene Secretarie no.748

4 lembar

Rumah dinas untuk pastur di Merauke, tt.
KIT n0.995/30

1 lembar
BANGUNAN
62. Rumah Papua dan pemuda Papua,1903.
KIT no.70/14
1 lembar
63. Rumah Panggung Papua,1903.
KIT no.70/22
1 lembar

64.

65.

66.

67.

68.

69.

Gedung Dewan Papua di Kotabaru yang belum selesali
dibangun. 17 Oktober 1962.
KEMPEN 62-1962

1 lembar
Stasiun radio di pengasingan Boven Digoel,t.t.
KIT no.322/2
1 lembar
Jalan masuk kamp militer di Tanah Merah,tt.
KIT no.322/6
1 lembar

Pembukaan Gereja Portugis di Kota Nica,tt.
KIT no.335/20
1 lembar
Kantor pos di Merauke,tt.
KIT no.1060/54
1 lembar
Rumah pejabat di Tanah Merah, Boven Digoel,tt.
KIT no.1060/58
1 lembar
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70. Rumah-rumah di pulau Saba dan Biak dibangun di atas air.
NIGIS no.14-16-20/A10711
1 lembar
71. Stasiun radio di Merauke.
NIGIS no.14-5-269/L.10-6-8
1 lembar

KEBUDAYAAN

72. Pemuda Papua yang akan membakar kayu dengan
menggunakan batu sebagai pematik. 1903.

KIT no.70/2
1 lembar
73. Pemuda Papua dengan alat panah tradisional, 1903.
KIT no.77/50
1 lembar
74. Potret sebuah keluarga Papua di tahun 1905
KIT no.71/28
1 lembar
75. Pakaian wanita Papua, 1907.
KIT no.70/4
1 lembar
76. Orang Papua dari bagian Selatan,1926.
KIT no.48/34
1 lembar
77. Tarian rakyat Waropen yang ditarikan di Hollandia, Nieuw

Guinea,1955.
KIT no.1010/73
1 lembar
78. lkan sepanjang 2 (dua) meter di Danau Sentani, desa Jaka
Sentani, 1962.
KIT no. 1044/62
1 lembar
79. Pipa rokok dari pegunungan ,tt.
KIT no.592/22
1 lembar
80. Pelaksanaan upacara pernikahan,tt.
KIT no.996/18
1 lembar
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81. Perisai orang Papua,tt .
KIT no.996/22
1 lembar
82. Korps musik pada sebuah sekolah Guru,tt.
KIT no.996/78
1 lembar
83. Wanita Papua dengan baju pengantin,tt.
KIT no.1007/16
1 lembar
84. Lelaki Papua dengan tulang burung di antara hidungnya,tt.
KIT no.1012/54
1 lembar
PEREKONOMIAN

85. Keputusan Gubernur Maluku mengenai perubahan anggaran
dari wilayah kesatuan Ternate, Tidore, dan Batjan, dalam
mana termasuk Nieuw-Guinea, 19 Desember 1932.

Binnenlandsbestuur no.1311
5 lembar
86. Gudang penyimpanan barang di Sorong, 1953.
KIT no.1002/34
1 lembar
87. Surat dari H.H. Arnold, Jr. kepada M. Yamin tentang
penyampaian kontrak kerja dan hasil pembicaraan dengan
pemerintah Indonesia mengenai usaha pertambangan minyak
Caltex, 11 Oktober 1961.
M. Yamin no.345.
5 lembar
88. Amanat Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi
Ekonomi: amanat tentang garis-garis besar pimpinan ekonomi
nasional tahun 1962 menjelang pembebasan Irian Barat,Mei
1962.
M.Yamin no.823.
3 lembar
89. Surat dari pimpinan PT Freeport tentang pembangunan
masyarakat sekitar daerah penambangan, 6 Agustus 1974.
Asisten SEKNEG Urusan Khusus (ASSUS) no.130.
3 lembar
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90.

91.

92.

Pusat minyak Noord Nieuw Guinea Petroleum Maatschappif di
Sorong, tt.
KIT no.1060/48
1 lembar
Lelaki Papua menangkap ikan dengan menggunakan peralatan
tradisional,tt.
KIT no.1043/18
1 lembar
Tas tradisional wanita Papua, tt.
KIT no.1058/32
1 lembar

TRANSPORTASI

93.

94.

95.

96.

Persetujuan pembangunan landasan pesawat terbang di Serui
beserta skets dan foto, 28 Januari 1936.
BOW no.72.
8 lembar
Penduduk gotong-royong membangun jalan baru di
Nimboran,1951.
KIT no.1031/18
1 lembar
Kedatangan Dakota di lapangan terbang Kaimana, 1957.
KIT no.1036/68
1 lembar
Dua gerobak pendek yang ditarik oleh sapi dua ekor di pasar
Merauke, tt.
NIGIS no.14-5-104/L8-30-120
1 lembar
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PENUTUP

Program Citra Daerah yang dikembangkan ANRI merupakan
salah satu upaya memberdayakan daerah melalui arsip. Hal ini
sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah yang dalam perjalanannya telah
menimbulkan berbagai persoalan, sehingga undang-undang ini
disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004,
yakni meningkatkan peran daerah di berbagai bidang, termasuk
bidang kearsipan.

Arsip sebagai salah satu sumber informasi yang terpercaya
dapat menunjukkan keberhasilan maupun kegagalan yang dialami
pada masa lalu untuk diaplikasikan secara adaptif dan kontekstual
dalam merencanakan pembangunan di daerah yang semakin
kompleks.

“Citra Papua Dalam Arsip” diharapkan dapat ditindaklanjuti
oleh Pemerintah Provinsi Papua dengan menyebarluaskannya
kepada masyarakat umum, khususnya generasi muda.

Penyebarluasan ini sangat penting artinya karena dapat
memberikan  dorongan kepada masyarakat luas untuk
mempelajari dan menggali lebih dalam lagi informasi mengenai
penyelenggaraan kehidupan kebangsaan dalam lingkup daerah.

Pada gilirannya arsip dapat menjadi memori kolektif daerah
yang berfungsi sebagai pemberi semangat dalam menumbuhkan
rasa kebanggaan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
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